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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN
PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Firman Zulkhaidi
yvudipunyani@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis secara
cermat tentang implementasi self assessment system dan mengidentifikasi faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat dalam pemungutan pajak hotel pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun. Sistem pemungutan pajak yang
berlaku di Indonesia menggunakan system self assessment, yaitu memberikan
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan
menyetorkan secara mandiri nilai pajaknya. Agar supaya sistem ini dapat
mencapai sasarannya, fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan pada fiscus
diupayakan peningkatannya. Arah dan tujuan utama dari sistem ini adalah untuk
meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam studi ini penulis menggunakan teori
Grindle sebagai kerangka pikir dengan mencoba menganalisa pengaruh Isi
kebijakan dan Konteks implementasi kebijakan terhadap Implementasi self
assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualititatif.
Lokasi penelitian di Kabupaten Karimun. Kemudian data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara,
dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan
self assessment system dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun
masih belum optimal pelaksanaannya di tingkat implementator yang dipengaruhi
beberapa faktor antara lain: (1) Terbatasnya sumber daya manusia pada fungsi
pengawasan dan fungsi pemeriksaan, (2) Tingkat kesadaran, kepatuhan, displin,
dan kejujuran wajib pajak yang masih rendah. Rekomendasi penelitian ini adalah
(1) Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah dengan
menambahkan pegawai pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan
fungsi pemeriksaan, (2) Lebih tegas dalam menerapkan sanksi dan melaporkan
wajib pajak atas ketidakpatuhan yang dilakukan secara sengaja kepada pihak yang
berwajib

Kata Kunci : Implementasi, Self Assessment, Pajak Hotel
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF SELF ASSESSMENT SYSTEM ON
COLLECTING HOTEL TAX IN KARIMUN REGENCY

Firman Zulkhaidi
vudipunvani@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The research was conducted to describe and analyze carefully of the
implementation of self assessment system and identifications of supporting factors
and resistor factors in collecting hotel tax of local revenue office of karimun
regency. Tax collection system prevailing in Indonesia using the self-assessment
system, which gives full trust to the taxpayer to calculate, report and
independently depositing tax value. In order that the system can reach its goal, the
monitoring function and the function of checking the fiscus sought improvement.
Direction and the main purpose of this system is to raise awareness of the
taxpayer. In this study, the writer use Grindle’s theory as a main idea of this
research. In this study, the writer try to analyze the influences of Content of policy
and the Context of implementing policy to the implementation of self assessment
system on collecting hotel tax in Karimun Regency. This study use descriptive
method by qualitative analyzing technique. The setting of rescarch is located in
Karimun Regency. The data used in this research are by primary and secondary
data system. Those are obtained by observation, interview, and literature studies
techniques. The research result obtained conclusions that the implementation of
self assessment system on collecting hotel tax in Karimun regency stil less
optimal, influenced by several factors, among other : (1) Lack of human
resources in the function of supervision and in the audit function, (2) The level of
awareness, compliance, discipline, and honesty of taxpayers who still low. The
Recommendations of this research is (1) Empowering human resources at the
Department of Revenue by adding employees in the field of exercising the
supervisory function and the function of audit, (2) more firm in applying sanctions
and report the taxpayer for non intentional to the authorities

Keywords : Implementation, Self Assessment, Hotel Tax
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Objek Penelitian
1. Profil Kzabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi

Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat

ini terdiri dari 250 vuah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya
sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau terbesar yang menjadi
pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau Karimun dan Kundur. Posisi
strategis Kabupaten Karimun yang diapit oleh tiga negara, berimbas pada
pesatnya perkembangan kabupaten ini. Status Free Trade Zone (FTZ) yang
disandang Pulau Karimun cukup berpengaruh terutama terhadap kegiatan
perekonomian.

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Karimun terletak di antara 0° 35°
lintang utara sampai dengan 1° 10’ lintang utara dan 103° 30* bujur timur sampai
dengan 104° bujur timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan
perairan, yang secara keseluruhan kurang lebih seluas 7.984 Km®. Kabupaten
Karimun mempunyai letak geografis yang sangat strategis. Sebelah utara
berbatasan dengan Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia. Sebelah
selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis
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dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Palalawan. Sedangkan sebelah timur

berbatasan dengan Pulau Batam.

Gambar 4.1
Peta Pulau Karimun
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2. Pemerintahan

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Kabupaten
Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan
Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Akhirnya, Karimun

diresmikan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri dengan terdiri dari 3 wilayah

kecamatan, 6 kelurahan, dan 24 desa.



Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2001, Kabupaten
Karimun dimekarkan menjadi 7 wilayah kecamatan dengan 19 kelurahan dan 25

desa. Setelah itu Karimun mengalami pemekaran menjadi 9 kecamatan dengan 22

kelurahan dan 32 desa.

Kemudian pada Tahun 2012, berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2012, bulan

Juli 2012, wilayah Kabupeten Karimun kembali mekar menjadi 12 kecamatan,

dengan 42 desa dan 29 kelurahan.

3. Perhotelan dan Pariwisata

Pada tahun 2013, jumlah wajib pajak hotel tercatat pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Karimun sebanyak 70 wajib pajak dan meningkat menjadi 72

wajib pajak di tahun 2014 dar 2015 dengan berbagai klasifikasi dan dapat

digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
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Klasifikasi dan Jumlah Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Karimun
Tahun 2013 - 2015

KLASIFIKAST HOTEL JUMLAH
TAHUN 2013 | TAHUN 2014 | TAHUN 2015

BINTANG DUA 1 1 1
BINTANG SATU 4 4 4
BINTANG TIGA - - i
MELATI SATU 53 53 53
COTTAGE 1 1 1
RUMAH KOST 11 13 12

TOTAL 70 72 72

Sedangkan untuk jumlah kunjungan, pada tahun 2014 Kabupaten Karimun

tercatat dikunjungi oleh 100.782 orang wisatawan asing. Jumlah ini mengalami
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penurunan bila dibandingkan tahun 2013 yang tercatat dikunjungi oleh 104.889

orang.

Tabel 4.2

Jumlah Wisatawan Yang Datang Melalui Pelabuhan Domestik Tg. Balai
Karimun Tahun 2014

43062.pdf

BULAN JUMLAH BULAN JUMLAH
Januari 8.329 | Juli 6.343
Februari 8.338 | Agustus 7.545
Maret 8.945 | September 7.777
April 7.621 | Oktober 8.164
Mei 8.731 | Nopember 7.938
Juni 10.074 | Desember 10.927

JUMLAH TOTAL TAHUN 2014 100.782

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun

Tabel 4.3

Tingkat Rata-Rata Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Hotel Melati di
Kabupaten Karimun Tahun 2014 (%)

0 - : - W) . NN MR
JAN  FEBR MAR APR MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT

T

NOP DES !

R BINTANG mMELATI

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun
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Kebijakan Daerah dalam Bidang Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah

dalam adalah diarahkan pada upaya untuk menjaga penciptaan iklim yang

kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya dapat

mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan

sumber pembiayaan untuk pembangunan Kabupaten Karimun. Pendapatan daerah

akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah atau dengan kata lain

bahwa suatu pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, harus benar-

benar mampu merespon perkembangan ekonomi yang diperkirakan akan terjadi.

Bertolak dari hal di atas, arah kebijakan keuangan fiskal adalah:

a.

Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk
memantapkan kesinambungan fiskal melalui peningkatan penerimaan daerah
agar dapat menaikkan belanja daerah, namun tetap memungkinkan penurunan
defisit anggaran secara bertahap;

Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi
kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber yang sah lainnya;
Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh
melalui mempertajam alokasi anggaran dengan relokasi betanja Daerah agar
lebih terarah dan tepat sasaran;

Dalam jangka tahunan, program pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dengan kemampuan anggaran yang ada tetap difokuskan pada
upaya pemecahan masalah terutama yang terjadi pada masyarakat golongan

bawah;
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e. Upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah yang lebih

bersandar pada sumberdaya (resources) sendiri.
5. Profil Dinas Pendapatan Kabupaten Karimun
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 06 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pendapatan
daerah. Dispenda Kabupaten Karimun adalah instansi daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati Karimun.
5.1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun,
uraian tugas Dispenda Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah
pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang pendapatan daerah.
b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di bidang
pendapatan daerah.
¢. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.
d. Melaksanakan pengelolaan UPTD.
e. Melaksanakan kegiatan lain dibidang pendapatan daerah yang ditugaskan
oleh Bupati.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
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a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya.
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Karimun didukung oleh 93 orang pegawai dari berbagai
keahlian dan latar belakang pendidikan. Sumber daya manusia yang terdiri dari 93
orang pegawai tersebut terdiri dari 19 orang menduduki jabatan struktural dan 74
orang sebagai staf, dimana dari 74 orang staf tersebut terdiri dari 41 orang PNS
dan 23 orang Tenaga Honorer dan 10 orang Tenaga Outsourcing PBB.
Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai negeri sipil Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Karimun dapat diklasifikasikan kedalam 4 (empat) golongan,
meliputi SLTA, DI, D-3, S-1 dan S-2. bahwa jumlah paling besar adalah
golongan berpendidikan S-1, yaitu 27 orang, yang kemudian diikuti oleh golongan
berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai sebesar 17 orang. Kemudian
golongan berpendidikan S-2 dengan jumlah 6 orang, D-3 dengan jumlah 8 orang
dan DI berjumlah 2 orang. Realitas tersebut menunjukan bahwa sebenarnya
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun telah memiliki sumberdaya
manusia dengan kapasitas tingkat pendidikan yang baik. Bahkan, total jumlah
pegawai yang berpendidikan S-2, S-1 dan D-3 mencapai 52 orang, atau sekitar
56% dari total pegawai yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Karimun pada tahun 2016.
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5.2. Visi dan Misi Dinas
Dispenda Kabupaten Karimun dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah mempunyai visi dan misi yang akan dilaksanakan. Adapun visi dan misi
Dispenda Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :
1. Visi
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun untuk 5 tahun
mendatang yang menggambarkan peranan dan fungsi organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah : “Mengoptimalkan Penerimaan
Daerah dan Kualitas Pembiayaan Pembangunan Melalui Pelaksanaan Tugas
yang Prima menuju Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing”
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karimun telah menetapkan 3 misi yang akan dilakukan secara
berkesinambungan yaitu :
a. Meningkatkan penerimaan daerah secara optimal;
b. Meningkatkan kualitas pembiayaan pembangunan; dan
¢. Mewujudkan pelaksanaan tugas yang prima melalui keterpaduan antar
sektor (dengan SKPD yang terkait) dan antar pihak (dengan masyarakat

dan pihak lain diluar SKPD terkait).
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B. HASIL PENELITIAN
1. Implementasi Kebijakan Self Assessment System dalam Pemungutan
Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Pelaksanaan pemungutan pajak di daerah, diatur oleh pemerintah melalui
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang
kemudian mengalami perubahan sejalan dengan semangat otonomi daerah
menjadi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retibusi
Daerah, dan terakhir disempurnakan berubah menjadi Undang-Undang 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana pengaturan
pemungutan atas objek pajak menggunakan sistem closed list, maksudnya adalah
pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk menambah dan memungut objek
pajak baru diluar yang telab ditetapkan oleh Undang-Undang 28 Tahun 2009
tersebut.

Implementasi pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel di wilayah
pemungutan Kabupaten Karimun diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel. Pada bab ini peneliti akan
membicarakan beberapa hal yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan
dengan teori implementasi kebijakan yang dipakai, yaitu teori Grindle,
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan
implementasi.

Variabel isi kebijakan (contert of policy) ini mencakup :
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a. sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat isi
kebijakan;

b. jenis manfaat yang diterima oleh target grup;

c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;

d. apakah letak sebuah program sudah tepat;

e. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci,
dan

f. apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan (context of policy) mencakup :

a. seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh aktor
yang terlibat dalam implementasi kebijakan;

b. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan

c. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

1.1. Content of Policy (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan
implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak
populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan
perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya
sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau
merasa dirugikan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis,
dimana pelaksana kebijakan melakukan aktifitas kegiatan, sehingga pada akhirnya

mendapatkan suatu hasil sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri.
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Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan
tahapan kebijakan., karena pada tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat
dipengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan. Isi
kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah
sebagai berikut :

a. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Interst  affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa
suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan
sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap
implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

Self assessment system adalah kebijakan pemerintah Indonesia dalam
sistem pemungutan pajak, merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh
wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam
tanggung jawab mereka untuk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan,
baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak
dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan
(Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010: 1).

Membicarakan  kepentingan  berhubungan  dengan  pclaksanaan
pemungutan pajak hotel dengan menggunakan self assessment system, peneliti
melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Karimun selaku responden I, terkait dengan dasar pemungutan pajak hotel di
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Kabupaten Karimun menggunakan self assessment system, disampaikan sebagai

berikut :

“Aturan yang mengatur adalah UU 28 / 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, kemudian diatur lagi melalui PP Nomor 91 Tahun 2010
Tentang jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
atau dibayar sendiri oleh wajib pajak”

Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan self assessment pada pemungutan
pajak hotel, peneliti lanjutnya menanyakan bagaimana mekanisme pelaksanaan
self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan
perpajakan, Kepala Dinas Pendapatan menyatakan :

“Wajib pajak datang membawa SPTPD, SSPD beserta lampiran dan
menyampaikan ke dispenda”™

Pertanyaan vang sama peneliti sampaikan kepad:. Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan selaku responden 11, dinyatakan olehnya :

“Prosedur pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati
nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, wajib
pajak membayar terlebih dahulu ke bank yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah dan mendapatkan bukti setor yang kita kenal dengan nama Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah dibubuhi stempel, kemudian
wajib pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
masa’/bulan yang besaran uangnya sama dengan yang tercantum di SSPD,
dilengkapi dengan lampiran rekapitulasi penerimaan  bulanan,
rekapitulasi ini disusun dari bill atau bukti pembayaran harian,
selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai
laporan dan disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap
bulannya. Petugas cukup mencrima saja berkas yang disampaikan oleh
wajib pajak”

Ditambah dengan pernyataan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan

selaku responden I, berkaitan dengan prosedur, dinyatakan :
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“Wajib pajak paling lambat harus melapor tanggal 15 setiap bulannya,
laporan yang dibawanya SPTPD dan rekap bil bulanan yang diambil dari
penerimaan bill harian, lewat dari tanggal 15, wajib pajak dikenakan
sanksi keterlambatan penyampaian SPTPD, kalau untuk pembayarannya
paling lambat di akhir tanggal setiap bulan, jika tidak dibayar sampai
dengan akhir bulan akan terbit Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada
awal bulan berikutnya dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi
kemudian dilakukan penagihan atas utang pajak tersebut, dan jika tidak
dibayar akan tercatat sebagai piutang pajak”

Berikut digambarkan sistem dan prosedur pemungutan pajak berdasarkan

self assessment system :

Gambar 4.2

Proses / Alur Pelaksanaan Self Assessment System

—»| Mendaftarkan diri

Wajib
Pajak

Menghitung
Sendiri

Dengan cara
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mengalikan
tarif pajak
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dispenda

Sumber : diolah berdasarkan sumber dari buku Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan
Indonesia “Konsep dan Aspek” 2010
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Terkait dengan mekanisme yang telah disampaikan, wawancara peneliti
dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana wajib pajak hotel menanggapi
kebijakan self assessment system, dijelaskan oleh Responden I :

“Karena kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, wajib pajak sudah

mengerti dan mau mengikuti aturan yang sudah ada, kalaupun ada yang

tidak patuh paling sekitar satu dua wajib pajak, dan kita dari dispenda
tetap melakukan tindakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh”

Hal ini ditambahkan oleh Responden 11 :

“secara umum tidak ada masalah, wajib pajak sudah mengerti akan

kewajiban perpajakannya”

Lain halnya dengan pernyataan dari Responden 111 :

“Jika tim pemeriksa turun ke lapangan akan muncul keluhan minta

ditetapkan saja berapa bayarnya per bulan, minta kembali ke official

assessment ... enak aja (hahaha)”

Melihat pelaksanaan sistem self assessment ini, dimana nilai pajak yang
disetorkan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, peneliti
menanyakan apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya
dispenda dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi,
Responden I menjelaskan :

“Insyaallah .... Karena meskipun pada sistem ini dispenda hanya bersifat

pasif, hanya menerima laporan dari wajib pajak, namun tugas pokok dan

fungsi yang diamanatkan kepada Dispenda berjalan dengan baik, fungsi

pengawasan dan pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengontrol
penerimaan dari sektor pajak hotel”

Hal ini ditambahkan oleh Responden II :
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“Insyaallah .... Walaupun wajib pajak menghitung sendiri berapa jumlah
pajak yang mereka bayarkan, kita juga mempunyai database berupa
estimasi kewajaran yang harusnya mereka bayar”

Dan pernyataan yang sama dari Responden I1I :
“Insyaallah .... Dalam penyusunan target penerimaan sudah kita hitung

kemampuan wajib pajak kita dengan perhitungan estimasi yang ada pada
database kita, selain itu fungsi pemeriksaan kita terus kita tingkatkan”

Dari apa yang telah disampaikan oleh para pejabat di lingkungan Dinas,

Pendapatan Daerah, berkaitan dengan dasar pelaksanaan, mekanisme, tanggapan
wajib pajak dan kepentingan pemerintah dalam peningkatan penerimaan
pendapatan pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dengan self assessment
system, peneliti juga mewawancarai wajib pajak hotel, dan supaya data berimbang
peneliti memilih subjek informan dari wajib pajak hotel berbintang dan wajib
pajak hotel melati.

Peneliti menanyakan, Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-1 ketahui tentang sistem
pembayaran pajak dengan self assessment system, dijelaskan oleh wajib pajak
hotel bintang selaku responden V, dan secara keseluruhan responden Va,Vb dan
Vc menyampaikan sebagai berikut :

"Kita bayar pajak menghitung sendiri pak, beda sama yang dulu-dulu.
Kalau dulu kita ditetapkan tiap bulan harus sekian, gak perduli ramai
atau sepi, bayar perbulannya tetap segitu, ada gampang dan ada
susahnya juga pak, kalau sekarang kita harus hitung sendiri, berapa duit
yang kita dapat tiap bulan kemudian kita keluarkan 10% nya untuk bayar
pajak hotel, ya jadi kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang biasa saja,
tergantung tamu yang menginaplah”

Hal ini juga dijawab oleh wajib pajak hotel melati selaku responden IV,

keseluruhan responden 1Va,IVb dan |Ve menyatakannya sebagai berikut :



"Uang pajak hotel kita yang hitung sendiri berdasarkan pemasukan kita

setiap bulannya”

Peneliti selanjutnya menanyakan bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi
pelaksanaan sistem ini, disampaikan oleh Responden Va dan Vb sebagai berikut :

“kita ikut aturan saja pak, jika memang aturannyc seperti itu kita

laksanakan”

Hal yang sama diungkapkan oleh Responden IVa,IVb dan IVc :

“karena ini aturan, kita ikut saja pak, kan tidak boleh minta ditetapkan

tiap bulan bayarnya sekian”

Pertanyaan selanjutnya, apakah sistem ini membuat nyaman
Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan usaha / bisnis perhotelan, dijelaskan oleh
Responden V secara keseluruhan :

“nyaman sih pak, karena bayar pajaknya disesuaikan dengan jumlah

tamunya, jadi pas tamu sepi pajak kita juga sedikit, kita tidak perlu lagi

mencari subsidi buat menutupi uang pajak, kecuali yang menyangkut
kebutuhan gaji karyawan”

Dan Responden IV hamper bersamaan menjelaskan :

“sampai saat ini nyaman-nyaman saja pak, hanya gak nyamannya saat

tim pemeriksa turun, (hahaha), jadi ada kurang bayarnya”

Pelaksanaan self assessment system tidak terlepas dari sisi pengawasan
yang dilakukan oleh fiscus, dan peneliti mewawancarai dengan menanyakan,
bagaimana sikap aparatur pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-1 dalam
konteks pelaksanaan self assessment, disampaikan oleh responden V :

“kalau kita lapor pajaknya kan langsung bayar ke dispenda, bawa SPTPD
dan lampiran bill setiap bulannya, jika nilai pajak yang kita setorkan
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masuk dalam perhitungan estimasi dispenda, kita punya berkas diterima,

namun kalau ada dibawah perhitungan dispenda, pajak kita akan

dikenakan kurang bayar sama dispenda, begitu juga kalau terlambat, ada
dendanya, belum lagi kalau ada pemeriksaan pembukuan, kalau banyak
temuannya bisa banyak juga kurang bayar yang dispenda tetapkan”

Lain halnya jawaban dari Responden [Vc :

“maksudnya bagaimana pak ? yang minta-minta gitu ? gak adalah ...

mereka tetap terima laporan pajak kita, tapi kapan-kapan kita akan

diperiksa oleh mereka, kata mereka mau liat betul atau tidak laporan yang
kita sampaikan”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengutip pernyataan Mardiasmo
(2011: 7-8) yang menyebutkan beberapa ciri implementasi self assessment system
sebagai berikut.

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak
sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Self assesment system memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib
pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang dibebankan
kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat, yakni
berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Dalam
beberapa hal, bahkan hukuman yang dikenakan akan sangat berat, seperti halnya
sandera pajak (gijzeling) ataupun pidana pajak. Oleh karena itu, self assessment

system mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan
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kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya
tambahan (dalam arti luas) bagi wajib pajak karena wajib pajak akan
mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya (misal : untuk
membayar jasa konsultan pajak).
Secara singkat, bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan self
assessment system pada pemungutan pajak hotel dapat dilihat pada tabel 4.4 :
Tabel 4.4

Bentuk kepentingan pada kcbijakan self assessment system

No. Subjek Bentuk Kepentingan

I. | Pemerintah / Dispenda Tidak aktif menetapkan
Hanya mengawasi
Wewenang dalam pemeriksaan
Wewenang dalam memberikan sanksi
Aktif, mulai dari menghitung,
menyetor dan melaporkan
2. Menentukan besaran pajak terutang
{ tanpa campur tangan fiscus

ol Bl o di s e

2. | Wajib Pajak

Sumber : Hasil Observasi

b. Manfaat yang diterima oleh target grup

Dalam teori Grindle, kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau
pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah
mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal
implementasi kebijakan self assessment system pada pemungutan pajak hotel di
Kabupaten Karimun, merupakan suatu proses pemungutan pajak daerah yang
mana wajib pajak lebih aktif untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan

pajaknya langsung ke kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
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Manfaat kebijakan self assessment system bagi wajib pajak menurut
Responden I, dijelaskan sebagai berikut :

“Pertama, wajib pajak sudah memiliki kepastian hukum, kenapa ? ya
karena sistem yang digunakan diamanatkan untuk wajib pajak itu
menghitung sendiri berapa kewajiban perpajakannya, pejabat gak ikut
campur tangan cukup mengawasi saja, jika dia gak jujur dia yang
menanggung resikonya sendiri kita bisa periksa mereka, kedua ya gak
bertele-tele, mereka punya pembukuan, mereka yang mengerti omset
mereka dan mereka setor kewajiban pajak mereka terlepas dari benar
atau tidak yang mereka laporkan tetap nantinya. akan kita lakukan
pemeriksaan terhadap usaha mereka”

Hal ini ditambahkan penjelasannya oleh Responden III :

“Banyak manfaat bogi mereka, tak perlu ditetapkan secara jabatan itu
salah satunya, usaha yang mereka jalani juga akan lancar-lancar saja,
Jika omset besar, besarlah mereka bayar pajak, jika omset sedikit ya
kecillah bayar pajaknya, kan tidak mengganggu pengeluaran mereka,
mereka kan perpanjangan tangan pemerintah, pemerintah kasi izin
mereka pungut pajak dan bantu menyetorkan, yang bayar pajakkan tamu
yang menginap”’

Responden V¢ juga menyampaikan manfaatnya :

“Kalau bermanfaat, ya bermanfaat juga pak, kita kan hitung sendiri untuk
pajak yang akan kita setor, hanya kadang-kadang kalau ada tamu yang
complimen kita jadi bingung hitung pajaknya, pajaknya masak harus kita
Jjuga yang menanggungnya, tapi sebatas ini it’s oke lah”

Dan hal senada juga disampaikan oleh responden IVc :

“Kita dapat mengatur pengeluaran operasional kita, karena uang
pajaknya kita pungut dari tamu dan setelah satu bulan kita setorkan ke
dispenda”

Sedangkan jika dilihat dari manfaat yang diperoleh Dinas Pendapatan

Daerah akan implementasi kebijakan ini, menurut responden I :



“Manfaat bagi Dispenda, kita gak perlu lagi membuat surat ketetapan,
wajib  pajak  sudah datang langsung  melaporkan  kewajiban
perpajakannya, namun bukan berarti kita duduk saja sambil merunggu
mereka datang, proses-proses dalam prosedur perpajakan daerah tetap
kita lakukan, dan semua itu sudah kita atur melalui SOP pada masing-
masing jenis pajak”

Penerapan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia

memberikan beberapa keuntungan, sebagaimana di bawah ini :

1. Uang pajak dapat masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan
bertele-tele.

2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada
unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.

3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi
maupun pidana, diharapkan ada efek jera serta menimbulkan peningkatan
kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

4. Meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara
untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu
dilayani

5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax
compliance) masyarakat karena tanpa campur tangan fiscus yang besar,
masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan
secara benar. ( Marihot P S, 2010, hal. 184- 185).

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa manfaat

pelaksanaan kebijakan self assessment system bagi Dinas Pendapatan Daerah

adalah sebagai unsur efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak
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dengan sendiri melaporkan nilai pajak yang akan dibayarkannya. Sedangkan

manfaat yang didapat bagi wajib pajak, bahwa pajak akan disetorkan merupakan

hasil perhitungan sendiri oleh wajib pajak tanpa harus ditetapkan besarannya oleh

pejabat dispenda.

Tabel 4.5

Bentuk Manfaat kebijakan self assessment system

No.

Subjek Bentuk Manfaat

Pemerintah / Dispenda Tidak menerbitkan surat ketetapan
Efisiensi

Wajib Pajak Memiliki kepastian hukum

Besaran pajak dihitung sendiri

B =R —

¢. Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tujuan yang hendak

dicapai. Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya membawa perubahan dari

kondisi sebelum kebijakan dilaksanakan. Implementasi kebijakan self assessment

system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun bertujuan

menciptakan perubahan sikap dari wajib pajak hotel tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku

responden 1, disaat peneliti menanyakan tentang perubahan yang diharapkan atas

pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan self assessment,

dijelaskan sebagai berikut :

“Dengan kebijakan ini, perubahan yang kita harapkan dari wajib pajak
adalah adanya perubahan sikap yaitu terciptanya wajib pajak yang sadar
pajak, mau membayar pajak secara sukarela meskipun sifat pajak itu
adalah memaksa, perubahan lain yang kita harapkan adalah peran aktif
dari wajib pajak, karena mereka hitung sendiri berapa nilai yang akan
disetorkan, namun semuanya ada aturan baik aturan waktu penyampaian,
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lampiran yang harus dilampirkan, pembukuan yang harus dibuat dan

sebagainya”

Responden II menjelaskan :

“Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih aktif lagi untuk

melaporkan dan menyetorkan pajak atas usaha mereka”

Dan ditambah oleh responden I1 :

“Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih tertib dalam hal

melakukan administrasi pembukuan, karena wajib pajok menghitung

sendiri, dan kita punya hak untuk memeriksa perhitungan pajak yang
mereka lakukan”

Selanjutnya dari perubahan yang diharapkan, peneliti mewawancarai
Kepala Dinas Pendapatan berkaitan dengan tujuan dari perubahan, dijelaskan
sebagai berikut :

“Selain proses edukasi bagi wajib pajak, perubahan yang diharapkan

bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak”

Untuk melihat tanggapan dari wajib pajak atas perubahan yang diharapkan
oleh pihak fiscus, peneliti mewawancarai wajib pajak hotel bintang dan wajib
pajak hotel melati, dijelaskan oleh responden Vc sebagai berikut :

“Kita ikut aturan saja pak, kita lapor dan bayar tepat waktu, kalau kita

tidak ikut aturan yang ada kita juga yang rugi dan kita minta pelayanan

dikantor untuk ditingkatkan, jadi ada timbal baliknya”

Dan responden [Vc :

“Kita coba mengikuti apa yang diarahkan oleh dispenda untvk kita

lakukan, namun kita juga punya kendala di lapangan, seperti kita tidak

punya karyawan yang paham dengan akuntansi, kalau mau pakai
konsultan pajak kita harus keluarkan cost lagi, jadi kalau telat-telat sikit
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harap maklum saja pak, satu lagi tentang pelayanan yang diberikan oleh

dispenda kalau bisa jangan bertele-tele ”

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem
self assessment. Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan
self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap
(kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary
compliance).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi setjf
assessment system akan optimal jika pada praktiknya wajib pajak secara sadar dan'
aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, wajib pajak dengan mandiri
bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya, pembayaran, maupun
pelaporan tanpa campur tangan fiscus (pemerintah). Sehingga peran fiscus terbatas
pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat. Ukuran
perubahan vang diharapkan dari implementasi self assessment system Yyaitu
sebagai berikut:

a. kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajalnya, artinya wajib
pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang
diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.

b. peran fiscus (pemerintah) dalam proses implementasi self assessment
system, baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun

dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.
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c. Implementasi atau pelaksanaan self assessment system ini menuntut
adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya.

Tabel 4.6
Bentuk perubahan yang diinginkan dari kebijakan self assessment system

No. Subjek Bentuk Manfaat

1. | Pemerintah / Dispenda Wajib Pajak sadar pajak
Peran aktif dari wajib pajak
Peningkatan penerimaan pajak
Peningkatan pelayanan

—w N —

2. | Wajib Pajak

d. Program yang dilaksanakan

Pelaksanaan sistem self assessment mengubah perilaku wajib pajak
dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi
tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul
menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya
pergeseran tanggung jawab dari fiscus kepada wajib pajak, yang tanpa disadari
wajib pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Fiscus dalam sistem self assessment hanya bertugas
mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas
kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan tersebut, inti
dari sebuah rencana dan program sangat penting untuk dilakukan, dan peneliti
mewawancarai fiscus terkait dengan program yang akan dan telah dilaksanakan,

menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah :
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“Untuk pelaksanaan program, saya sudah mengarahkan kepada bidang-

bidang yang berkompenten di dispenda ini untuk melakukan program
pengawasan dan pemeriksaan, dan itu sudah kita lakukan sejak awal
kebijakan self assessment diberlakukan, hal yang pertama yang dilakukan
adalah mesosialisasikan kebijakan ini, terus kita tingkatkan pengawasan
di lapangan”

Ditambahkan oleh responden II :

“Banyak program yang telah kita lakukan seperti update database wajib
pajak hotel yang berguna sebagai dasar perhitungan estimasi Kkita
terhadap pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, selain itu kita
Jjuga melakukan wuji potensi terhadap wajib pajak hotel, dengan
mendatangi tempat usaha mereka secara langsung untuk mengetahui
secara pasti tingkat hunian, hal lain yang kita lakukan dalam rangka
peningkatan pelayanan adalah dengan meningkatkan sistem aplikasi
SIMDA Pendapatan, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak akan
terlayani dengan baik dan tepat, bahkan kedepannya kita mempunyai
rencana akan menerapkan standarisasi 1ISO 9001 terhadap pelayanan
yang kita berikan, dan tidak lupa juga kita mempunyai program berupa
pemberian reward kepada wajib pajak teladan yang hampir setiap tahun
kita laksanakan”

Dan oleh responden Iil :
“Fungsi bidang kami jika dikaitkan dengan pelaksanaan self assessment
adalah fungsi pemeriksaan, jadi program yang kami laksanakan adalah
dengan mengagendakan program pemeriksaan secara berkala terhadap
wajib pajak yang menggunakan sistem self assessment, fungsi penagihan
dan keberatan juga kita laksanakan, begitu juga terkait dengan tata cara
pembukuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, ya jadi cukup
banyak tugas dan program kami”

Sesuai yang diamanatkan daiam UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam melaksanakan sistem self assessment,
pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan
perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan

pengawasan perpajakan (law cnforcement). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan

secara optimal agar tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib
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pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang

perpajakan.

e. Implementor Kebijakan

Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan
selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (governmental units), yaitu jajaran
birokrasi publik mulai dari level atas sampai pada level birokrasi yang paling
rendah. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai
implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang

secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para

pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Pada Kebijakan self assessment system, untuk pelaksanaan pemungutan
pajak daerah di Kabupaten Karimun dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
selaku responden I :

“Dalam implementasi self assessment pajak hotel, yang menjadi

implementator utamanya adalah dispenda itu sendiri, namun untuk

menunjang agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan yang
diharapkan, sifat koordinasi tetap kita laksanakan, koordinasi bisa
dilakukan antar instansi atau dengan pihak lain, setelah kita membuat
program-program, sayva serahkan kepada para kepala bidang yang
berkompenten untuk mengimplementasikannya di lapangan”

f. Sumber Daya

Kebijakan publik harus diterjemahkan secara rinci oleh birokrasi dalam

program aksi sebagai cara mencapai sasaran. Cara sebagai wujud dari
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implementasi kebijakan mengandung beberapa komponen pendukung kebijakan
yaitu surnber daya berupa sumber daya potensi hotel, sumber daya manusia
(pelaksana) dan sumber dana (besar dan sumbernya). Dalam proses implementasi
kebijakan sumber daya harus dijamin ketersediaannya karena akan menjadi faktor
penghambat.

Kondisi potensi wajib pajak hotel di wilayah kabupaten karimun,
dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

“Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada 72 wajib

pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua, bintang satu, bintang
tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah kost, mereka tersebar di
wilayah Pulau Kariniun, Pulau Kundur dan Pulau Moro, untuk gambaran
tingkat hunian, kita dari dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP
menghitung tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau Karimun sekitar
40% dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di angka 15 %, begitulah
kondisinya”

Dilanjutkan peneliti dengan mewawancarai tentang sumber daya manusia
yang mendukung kebijakan self assessment, Kepala Dinas menjelaskan :

“Disinilah yang sedikit menjadi kendala, secara keseluruhan kita
mempunyai jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya menggunakan
self assessment system lebih kurang ada sekitar tiga ratus sampai tiga
ratus lima puluh wajib pajak, itu belum lagi termasuk jumlah wajib pajak
yang menggunakan sistem official assessment ada lebih kurang lima
ratusan wajib pajak ditambah lagi dengan wajib pajok PBB ada sekitar
ribuan wajib pajak, pegawai dispenda secara keseluruhan berjumlah
Sembilan puluh tiga orang, dan terbagi lagi fokusnya tidak hanya
mengurus pajak daerah, ada bagian mengurus dana perimbangan, yang
Jfocus pada pajak daerah hanya tiga bidang yaitu Bidang Pendataan dan

Penetapan, Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang PBB dan.

BPHTB”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan

Penetapan, berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada pada bidangnya :
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“Staf pada bidang pendataan dan penetapan ada delapan belas orang,
empat orang pejabat eselon selebihnya staf, yang terdiri dari pegawai
negeri sipil dan honorer, untuk pekerjaan yang mencakup dengan
pelayanan dan pengawasan memang masih sangat kekurangan tenaga,
bahkan pada praktek di lapangan kita kerjanya sering kerja tumpang
tindih, administrasi kita kerjakan, lapanganpun kita kerjakan, sehingga
terkadang ada beberapa hal yang terabaikan, misalnya tupoksi kitakan
menetapkan SKPD-KB bagi wajib pajak yang tidak melapor, namun
karena hal itu tadi jadi agak keteteran, tapi selama ini masih dapat kita
tangani walaupun belum maksimal”

Atas penjelasan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, peneliti
menanyakan, atas penjelasan beliau, artinya wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPTPD tidak otomatis diterbitkan SKPD-KB ?, dijelaskan oleh
Responden II sebagai berikut :

Pada Sistem Aplikasi SIMDA kita otomatis, namun ya harus dikerjakan
oleh manusia, yaitu dientry dulu, prosesnya banyak, mulai dari
menotaperhitungankan sampai akhirnya menerbitkan SKPD, baik itu yang
nihil atau yang kurang bayar

Masih berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Bidang
Penagihan dan Pembukuan yang juga menjadi actor pada kebijakan self
assessment ini, dijelaskan oleh responden I sebagai berikut :

“jumlah staf pada bidang penagihan dan pembukuan ada enam belas
orang staf, disini ada tiga pejabat eselon, semua focus pekerjaan yang
berkaitan dengan mulai dari pembukuan, pemeriksaan dan penagihan ada
disini. Kita memiliki empat tenaga pemeriksa pajak yang sudah mengikuti
pelatihan pemeriksa, dan mereka yang empat orang inilah yang sering
melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak, selain itu
fungsi penagihan juga dilaksanakan pada bidang kami, dan yang paling
penting adalah pada fungsi pembukuan, yang mencatal pencapaian
realisasi”
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Beliau juga menambahkan atas wawancara peneliti tentang Apakah
pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh keseluruhan wajib pajak
khususnya wajib pajak hotel ?, dijelaskan sebagai berikut :

“Kita memiliki wajib pajak lebih kurang tiga ratus sampai tiga ratus lima

puluh wajib pajak yang menggunakan sistem pembayaran dengan self

assessment, sedangkan tenaga pemeriksa kita hanya empat orang,
jelasnya memang dalam satu tahun sangat sulit untuk mengcover
keseluruhan wajib pajak, namun kita tetap membuat rencana berkala atas
pemeriksaan tersebut, ada wajib pajak yang menjadi sasaran dan target
pemeriksaan kita yang sifatnya harus diperiksa karena kita melihat
pembayaran yang dilakukan sepertinya tidak wajar, dan perlu diketahui
walaupun kita terlambat dalam pemeriksaan namun kita memiliki hak
untuk memeriksa wajib pajak atas pembukuan mereka di tahun-tahun
sebelumnya.

1.2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga
akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan
mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil
implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana
akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan
kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari
kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari
pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan
pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Faktor lingkungan kebijakan (context of policy) menurut Grindle

mencakup seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan
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rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok

sasaran.

a. kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yaag
terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan,
kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna
memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini
tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang
hendak diimplementasikan akan jauh dari keberhasilan.

Pada proses implementasi kebijakan, dalam melihat hal ini harus
mengetahui secara menyeluruh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan.
Secara umum sesungguhnya aktor ini dapat dikategorikan dalam tiga domain
utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat. Ketiga aktor ini
saling berperan dalam sebuah proses implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan para aktor tersebut sebagai
berikut : dinas pendapatan daerah merupakan aktor publik, lembaga legislasi
(DPRD) merupakan aktor privat dan wajib pajak merupakan aktor masyarakat.
Dan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang
dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, peneliti
mewawancarai kepala dinas, peneliti memulai wawancara dengan menanyakan
tentang siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan self assessment dan
dijelaskan sebagai berikut :

“... pelaksanaan pemungutan pajak daerah menggunakan self assessment
system merupakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang harus
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dilaksanakan oleh daerah, untuk daerah kabupaten karimun kewenangan
pemungutan diamanatkan kepada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, siapa
saja yang terlibat ? jelasnya seluruh komponen yang ada pada dinas
pendapatan daerah, dan dalam hal ini lebih dititikberatkan kepada Bidang
Pendataan dan Penetapan serta Bidang Penagihan dan Pembukuan, serta
Bidang PBB dan BPHTB, sedangkan satu bidang lagi diamanatkan sesuai

dengan penjabaran tupoksi melaksanakan pekerjaan yang berkaitan

dengan dana perimbangan”

Kekuasaan pelaksanaan pemungutan mutlak berada pada SKPD Dispenda
penanggungjawab pendapatan. Peneliti menanyakan tentang keterlibatan
lainnya dalam kebijakan ini, dijelaskan oleh Kepala Dinas sebagai berikut :

“... SKPD lain tidak terlibat, sifat kita terhadap SKPD lainnya adalah
berkoordinasi dalam rangka pemungutan pajak, misalnya tidak
memproses izin jika belum melakukan pelunasan pajak, melaksanakan
koordinasi di lapangan dalam hal pengawasan”

Sedangkan untuk peran legislasi, dijelaskan oleh Kepala Dinas :

“DPRD sebagai lembaga legislasi sangat berperan dalam hal menunjang
pelaksanaan pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment
system, sebagai lembaga legislasi, hal pertama yang kita siapkan sebagai
tindak lanjut amanat UU adalah membuat Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah, dan itu telah kita laksanakan diawal, selain itu juga kita
selalu diundang rapat oleh Komisi Il DPRD guna mengetahui
perkembangan realisasi pendapatan”

Berkaitan dengan kepentingan lembaga tersebut, ditambahkan :

“DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menanggapi kebijakan yang
dilakukan, apalagi yang menyangkut teknis pelaksanaan dilapangan
sejauh ini tidak ada campur tangan sama sekali, kepentingan DPRD
mungkin ya dari realisasi pencapaian target saja, karena pengesahan
target pendapatan yang diajukan oleh eksekutif disahkan oleh DPRD
menjadi APBD Kabupaten”

Untuk memperdalam penelitian, pertanyaan yang sama berhubungan

dengan peran keterlibatan bidang, peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang

43062.pdf
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Pendataan dan Penetapan serta Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan, berikut
penjelasan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan :

“sebagai lini depan yang memberikan pelayanan terhadap wajib pajak,
dalam hal ini yang kita utamakan adalah peningkatan pelayanan terhadap
wajib pajak, kita berupaya mempersingkat waktu dalam pemerosesan
pembayaran pajak sehingga wajib pajak akan puas dengan pelayanan
yang diberikan dan akan dengan sukarela datang membayar pajak, namun
hal pokok yang kita laksanakan pada bidang saya sesuai dengan
penjabaran tupoksi adalah melakukan pendataan, pendafiaran, penetapan
wajib pajak, dan kita tuangkan pada rencana pelaksanaan kegiatan yang
rutinitas kita laksanakan, seperti membuat peta potensi wajib pajak
misalnya pajak hotel, kita terus mengupgrade harga jual dan ketersediaan
kamar pada hotel tersebut dan pemantauan terhadap wajib pajak yang
tidak menyampaikan SPTPD, kita surati terus jika tidak patuh kita
tetapkan nilai pajaknya secara jabatan”

Dan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan menjelaskan :

“penagihan, pemeriksaan dan pembukuan termasuk didalamnya

penatausahaan piutang, itulah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab

pada bidang kani dan itulah fungsi kami dalam mengimplementasikan self
assessment system”

Pertanyaan peneliti dihubungkan dengan peran yang dilakukan oleh’
masing-masing bidang dengan data pendahuluan yang didapat oleh peneliti,
dimana masih adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan
mengapa hal itu bisa terjadi, berikut dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendataan dan
Penetapan :

“tadi sudah saya jelaskan, hal ini terjadi karena keterbatasan dari

pegawai kita, pekerjaan yang kita lakukan tidak fokus hanya mengurus
administrasi namun kita turun ke lapangan juga”™
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Berhubungan dengan data piutang, peneliti mewawancarai Kepala Bidang
Penagihan dan Pembukuan, tentang penatausahaan piutang, dijelaskan sebagai
berikut :

“piutang dicatat berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh wajib

pajak dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak

dilakukan pembayaran sedangkan wajib pajak yang belum menyampaikan
laporan dan belum ditetapkan secara jabatan oleh pejabat belum bisa kita
catat sebagai piutang, karena nilainya tidak ada”™

Sedangkan fungsi pemeriksaan yang ada pada dispenda, dijelaskan oleh
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan :

“Sejauh ini pemeriksaan yang kita lakukan selalu ditemukan temuan

kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, dan dalam satu tahun

kita mengagendakan secara berkala untuk melakukan pemeriksaan
terhadap wajib pajak walaupun secara keseluruhan wajib pajak yang ada
belum tercover”

Dalam implementasi suatu kebijakan, kekuasaan juga menjadi salah satu
indikator akan berhasil tidaknya kebijakan tersebut, dan peneliti mewawancarai
Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan gambaran tentang
kekuasaan yang ada pada instansi yang dipimpinnya, dijelaskan sebagai berikut :

“mungkin tepatnya adalah wewenang bukan kekuasaan, seperti yang
sudah saya jelaskan diawal, bahwa dalam pelaksanaan self assessment
system ini, fungsi yang kita lakukan adalah fungsi pemeriksaan dan fungsi
penagihan, memeriksa atas benar tidaknya yang dilaporkan wajib pajak,
menagih atas laporan dan hutang wajib pajak, dan semua wewenang
tersebut diatur melalui aturan perundang-undangan”

Dan peneliti juga ingin mengetahui apakah kekuasaan yang ada,

melibatkan campur tangan atau intervensi dari pihak lain,dijelaskan Kepala Dinas:
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“tidak ada... kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan semua yang
dilakukan oleh dispenda diatur melalui SOP, dispenda sebagai
penanggungjawab bebas dari intervensi dari pihak manapun”

Kebijakan tidak terlepas dari kepentingan implementor, hal ini dijelaskan
oleh Kepala Dinas berhubungan dengan kepentingan dispenda dalam
melaksanakan kebijakan self assessment system khususnya dalam melakukan

pemungutan pajak hotel ;

“sekali lagi saya tegaskan bahwa kebijakan self assessment merupakan
kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam suatu aturan perundang-
undangan, jadi dispenda mengimplementasikannya di daerah, berbicara
masalah kepentingan sesuai dengan tupoksi dispenda itu sendiri yaitu
berupaya meiakukan optimalisasi peningkatan pendapatan khususnya dari
sector pajak daerah”

Untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan, diperlukan strategi, dan hal
ini disampaikan oleh Kepala Dinas :

“Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan dan
meningkatkan sumber daya dilingkungan dispenda itu sendiri, sumber
daya bisa mencakup ke orang yang melaksanakan dan prasarana yang
disediakan, peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak dengan
membuat ruang tunggu yang nyaman dan prosedur yang tidak berbelit-
belit, sedangkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini adalah kita
melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan ini sudah kita lakukan
diawal penerapan self assessment, khusus untuk wajib pajak hotel strategi
yang kita lakukan adalah mendata tempat usaha mereka, mulai dari
Jjumlah kamar yang disediakan, harga yang dijual dan tingkat kunjungan
tamu yang menginap, kesemuanya kita catat dan dijadikan database kita
dalam hal pengontrolan pembayaran oleh wajib pajak hotel, selanjumya
kita terus melakukan monitoring dengan melakukan pengecekan tingkat
hunian secara rutin dan berkala, dan fungsi pemeriksaan kita tingkatkan,
baik dari peningkatan SDM tenaga pemeriksa maupun jumlah tenaga
pemeriksa tersebut”
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b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan berpengaruh
terhadap keberhasilan kebijakan tersebut, maka perlu diperhatikan karakteristik
dari suatu lemibaga dan rezim yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
Rezim adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan
suatu isu dan menentukan yang mana saja sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak
boleh dilakukan serta bagaimana penyelesaiannya. Pemerintah dari sebuah negara
merupakan aktor utama dalam sebuah rezim walaupun dalam praktiknya ada
beberapa organisasi subnasional yang juga berpartisipasi.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan self assessment system pada
pemungutan pajak hotel, peneliti mewawancarai Kepala Dinas Pendapatan Daerah
guna mengetahui karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, yang dimulai
dengan pertanyaan sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala

Dinas Pendapatan Daerah, dijelaskan Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

“Saya menjabat sebagai Kepala Dispenda sejak Tahun 2013 "

Selanjutnya, peneliti menanyakan apakah ada perubahan aturan

menyangkut dengan kegiatan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan self

assessment selama di kepemimpinan bapak ?, dijelaskan sebagai berikut :

“Tidak ada, kebijakan pelaksanaan tetap mengacu pada aiuran yang
berlaku, hanya ada penambahan beberapa program yang saya lakukan di
masa kepemimpinan saya, misalnya dengan pengadaan aplikasi Simda,
pemutahiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak daerah dan lain
sebagainya yang kita anggap sebagai upaya kita memperkuat basis
pelaksanaan self assessment”
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Jika dibandingkan kebijakan self assessment pada pemungutan pajak hotel
di masa pimpinan sebelum bapak, apakah ada perubahan kebijakan yang bapak

lakukan ?, dijelaskan :

“Ya iru radi, kebijakan tetap mengacu kepada aturan perundang-

undangan yang berlaku, saya hanya menambahkan program kegiatan

sebagai penunjang pelaksanaan self assessment”’

Untuk mengetahui karakteristik lebih mendalam lagi, peneliti menanyakan
bagaimana kepala dinas menyikapi kebijakan self assessment dalam menanggapi

wajib pajak hotel yang berusaha mempengaruhi dirinya, dijelaskan sebagai

berikut :

“Saya suruh mereka baca aturan, saya jelaskan sanksi-sanksi jika sengaja
tidak patuh bahkan akan kita jadikan target untuk diperiksa

pembukuannya”
Peneliti ingin mengetahui hubungan kerja dengan wajib pajak, berikut
dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah:

“Wajib pajak kita anggap sebagai mitra pemerintah yang berperan aktif
dalam pembangunan di daerah, sampai sejauh ini hubungan yang kita
lakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan adalah berupaya
meningkatkan lagi kesadaran wajib pajak akan kewajibannya pada bidang

perpajakan, untuk hotel khususnya, pemberlakuan sanksi atas wajib pajak
yang tidak patuh tetap mengacu kepada aturan yang berlaku”

¢. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dan kelompok
sasaran

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan adanya kepatuhan dan daya tanggap

akan isi kebijakan tersebut baik oleh implementor maupun oleh kelompok sasaran

dirasakan sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.
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Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan
adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Setelah kegiatan pelaksanaan
kebijakan diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan
dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat
diketahui apakah terdapat tingkat perubahan yang terjadi.

Kepatuhan perpajakan menurut Supriyati dan Hidayati (2008) memiliki
karakteristik sebagai berikut:

1. Membayar nominal sesuai besarnya pajak yang ditanggung
2. Mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta
memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Selanjutnya kedua Kkarakteristik tersebut dijabarkan dalam indikasi-
indikasi sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu

2. Melakukan perhitungan pajak dengan benar
3. Membayar pajak tepat waktu

4. Tidak memiliki tunggakan pajak

5. Tidak melanggar peraturan perpajakan

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang
dijalankan oleh pelaksana tersebut, karena hal ini akan sangat mempengaruhi
pelaksanaan program kebijakan. Dan pada kebijakan self assessment system juga
peneliti ingin mengetahui tentang daya tanggap khususnya kepatuhan yang terjadi
pada wajib pajak, dan berikut dijelaskan oleh kepala dinas pendapatan :

“Berbicara sistem pemungutan dengan menggunakan self assessment,
wajib pajak membayar sendiri secara sukarela bukan menjadi salah satu
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Jaktor utama keberhasilan sistem ini, tingkat kepatuhan bukan hanya
dilihat dari banyaknya wajib pajak yang melaporkan nilai pajaknya
namun kita juga harus memperhatikan tingkat kebenaran nilai pajak yang
dilaporkan oleh si wajib pajak. Dan disinilah fungsi pemeriksaan kita
yang mengontrol, jika dilihat dari tingkat kepatuhan melaporkan boleh
saya persentasekan sebesar 95% sudah patuh melaksanakannya, nanun
Jika dilihat dari tingkat kebenaran nilai yang dilaporkan saya masih
mempersentase sebesar 80%”

Hal yang berkaitan dengan terwujudnya tujuan yang ingin diharapkan dari
kebijakan ini, disampaikan oleh kepala dinas :

“hmmm ... secara prosedur sudah, wajib pajak berangsur-angsur sudah

sadar akan kewajiban perpajakannya, dan target pencapaian pajak kita

Jjuga selalu mancapai target”

Sedangkan bagaimana dispenda menanggapi wajib pajak yang tidak patuh,
dijelaskan oleh kepala dinas : ’
“Terus kita bina dan monitoring serta tetap memberikan sanksi atas

ketidakpatuhannya sesuai dengan peraturan yang ada”

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Self Assessment
dalam Pemungutan Pajak Hote! di Kabupaten Karimun
2.1. Faktor Pendukung
Pelaksanaan sebuah kebijakan akan berhasil bila didukung oleh banyak

faktor, seperti peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis maupun petunjuk

pelaksanaan, standar operasional prosedur maupun keputusan-keputusan.

Demikian pula dengan implementasi kebijakan self assessment system pada
pemungutan pajak hotel di kabupaten karimun.
Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas pendapatan daerah :
“Pertama, dalam menjalankan suatu kebijakan, hal utama yang harus

diperhatikan adalah aturan, aturan yang ada merupakan payung hukum
yang dapat kita jadikan faktor pendukung dalam melakukan pemungutan
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pajak hotel dengan menggunakan system self assessment. Di Kabupaten
Karimun, sejak diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, kita juga menyiapkan Peraturan Daerah
yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah di wilayah kita, yaitu
Perda No. 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang kemudian
dibuatkan juga Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
pelaksanaan teknis pemungutan untuk masing-masing jenis pajak dan
untuk lebih detail lagi kita membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang juga mengatur prosedur masing-masing jenis pajak sebagai dasar
pelayanan kita terhadap wajib pajak. Kedua penyediaan sarana dan
prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut seperti
adanya fasilitas kantor sebagai penunjang seperti komputer, printer,
mesin porporasi bahkan mobil operasional untuk turun ke lapangan, ada
biaya operasional, dan yang ketiga adalah sistem koordinasi antar bidang
di dalam dan antar instansi juga berjalan dengan baik”

Dengan adanya aturan yang mengatur tentang kebijakan tersebut akan
mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
menerima pelayanan publik, adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga tujuan yang diharapkan akan mudah

tercapai.
2.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang penulis peroleh dart Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Karimun, penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hotel
selama 3 tahun terakhir berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian,
dalam mengimplementasikan kebijakan self assessment system pada pemungutan
pajak hotel, masih ada beberapa hambatan yang dihadapi, sebagaimana
disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

“Jika ditinjau pelaksananya yaitu dispenda sendiri adalah terbatasnya

sumber daya manusia khususnya pada bidang yang menungani
pemeriksaan, tidak imbang antara jumlah tenaga pemeriksa dengan
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Jumlah wajib pajak, tenaga pemeriksa tidak hanya melakukan
pemeriksaan terhadap satu jenis saja namun keseluruhan jenis pajak yang
menggunakan self assessment system, sehingga pemeriksaan atas laporan
wajib pajak masih belum optimal, sedangkan jika dilihat dari wajib
pajaknya masih adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh,
kesadaran wajib pajak yang masih rendah, tingkat kejujuran wajib pajak
yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisipilinan wajib
pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat
wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak”

Dinas Pendapatan Daerah sebagai SKPD penanggung jawab pendapatan
menyikapi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan self

assessment, diungkapkan oleh kepala dinas :

“Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan sumber

daya manusia dilakukan secara berterusan dan terprogram sertc .

pelayanan terhadap wajib pajak kita tingkatkan”

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
1. Implementasi Kebijakan Self Assessment System dalam Pemungutan
Pajak Hotel di Kabupaten Karimun

Keberhasilan implementasi menurut Marilee S Grindle (1980) dipengaruhi
oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan
implementasi (context of implementation). Variable isi kebijakan mencakup :
sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; jenis
manfaat yang diterima oleh target group; sejauhmana perubahan yang diinginkan
dari sebuah kebijakan; apakah letak sebuah program sudah tepat, sedangkan
lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan

strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
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karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan
responsivitas kelompok sasaran.
1.1. Isi Kebijakan (content of policy)

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari
proses pencapaian akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang
ingin diraih yang dijalankan berdasarkan kepentingan kelompok sasaran, tipe
manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan,
pelaksanaan program dan sumberdaya yang dilibatkan.

Berkaifan dengan content of policy dalam implementasi self assessment
system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dianalisis dari hasil

wawancara dan observasi peneliti, diberikan gambaran sebagai berikut :

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak
kepentingan, dan kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap
implementasinya. Diketahui bahwa kebijakan self assessment system pada
pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun merupakan kebijakan pemerintah
pusat yang berlaku secara umum di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah

Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang

mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemungutan pajak daerah, diwajibkan -

mengimplementasikannya di daerah dengan melakukan persiapan-persiapan

aturan yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya serta melakukan
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sosialisasi kepada wajib pajak untuk dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah
ditetapkan.

Untuk langkah awal pengimplementasian kebijakan ini, Pemerintah
Kabupaten Karimun bersama DPRD Kabupaten Karimun, telah menerbitkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Tahun 2010 dan telah efektif berlaku
sejak tanggal diterbitkan sampai dengan adanya aturan lain yang mengatur tentang
perubahan sistem pemungutan. Selanjutnya scbagai petunjuk teknis dari kebijakan
pemungutan pajak tersebut, diterbitkanlah Peraturan Kepala Daerah dan Standar
Operasional Prosedur, yang mengatur batasan dan hubungan yang jelas tentang
hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pemungutan pajak.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak mandiri oleh
wajib pajak. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam
tanggung jawab mereka unwk melakukan kewajibannya terhadap perpajakan,
baik dalam perhitungan besarnya pajak terutang, memperhitungkan kredit pajak
dan pajak kurang bayar, pembayaran pajak terutang, maupun pelaporan.

Melihat sisi kepentingan wajib pajak hotel dari kebijakan self assessment,
disimpulkan sebagai berikut :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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Kebijakan Self assesment system memberikan konsekuensi yang berat bagi
wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan yang
dibebankan kepadanya. Secara otomatis, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat,
yakni berupa denda bunga, ataupun kenaikan jumlah pajak yang terutang. Dalam
beberapa hal, bahkan hukuman yang dikenakan akan sangat berat, seperti halnya
sandera pajak (gijzeling) ataupun pidana pajak. Oleh karena itu, self assessment
system mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan
kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya
tambahan (dalam arti luas) bagi wajib pajak karena wajib pajak akan
mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya (misal : untuk
membayar jasa konsultan pajak).

Bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan self assessment
system pada pemungutan pajak hotel yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah
- Tidak Aktif menetapkan
- Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan
- Wewenang memberikan sanksi
2. Wajib Pajak :
- Bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
- Menentukan besaran pajak terutang tanpa campur tangan fiscus

b. Manfaat yang diterima oleh targei grup
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Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang
akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan
dari kelompok sasaran atau masyarakat. Adapun manfaat yang didapat wajib
pajak hotel dari pelaksanaan kebijakan self assessment adalah memiliki kepastian
hukum dalam melaksanakan perpajakan, hal ini dikarenakan bahwa perhitungan
yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan perhitungan yang mereka hitung
sendiri berdasarkan jumlah omset yang mereka terima, hal ini terlepas dari benar
atau tidaknya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh fungsi pemeriksaan yang
ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Penerapan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia
memberikan beberapa keuntungan, sebagaimana di bawah ini :

1. Uang pajak dapat masuk ke kas Negara tanpa melalui proses penagihan
bertele-tele.

2. Karena tanpa melalui proses penagihan terhadap semua wajib pajak, maka ada
unsur efisiensi biaya pemungutan pajak.

3. Adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan
kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, baik sanksi administrasi
maupun pidana, diharapkan ada efek jera serta menimbulkan peningkatan
kepatuhan dalam kewajiban perpajakan.

4. Meningkatkan kebanggaan masyarakat karena telah dipercaya oleh Negara
untuk melaksanakan hak dan kewajiban kenegaraannya tanpa harus selalu

dilayani
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5. Meningkatkan kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax
compliance) masyarakat karena tanpa campur tangan fiscus yang besar,
masyarakat telah memahami tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan
secara benar. ( Marihot P S, 2010, hal. 184- 185).

¢. Perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tujuan yang hendak
dicapai. Implementasi kebijakan self assessment system pada pemungutan pajak
hotel di Kabupaten Karimun bertujuan menciptakan perubahan sikap dari wajib
pajak hotel tersebut.

Perubahan yang diharapkan atas pelaksanaan pemungutan pajak hotel di
Kabupaten Karimun dengan menggunakan self assessment, adalah adanya
perubahan sikap yaitu terciptanya waiib pajak yang sadar pajak, mau membayar
pajak secara sukarela dan peran aktif dari wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor terpenting dari implementasi sistem
self assessment. Abdul Asri Harahap (2004: 43) menyatakan bahwa penerapan
self assessment system membawa mist dan konsekuensi perubahan sikap
(kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary
compliance).

Implementasi self assessment system akan optimal jika pada praktiknya
wajib pajak secara sadar dan aktif memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, wajib
pajak dengan mandiri bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajaknya,
pembayaran, maupun pelaporan tanpa campur tangan fiscus (pemerintah).

Sehingga peran fiscus terbatas pada pemantauan dan pengawasan serta sosialisasi



17443062.pdf

kepada masyarakat. Ukuran perubahan yang diharapkan dari implementasi self

assessment system yaitu sebagai berikut:

a. kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, artinya wajib
pajak tahu dan mengerti bagaimana sistem pemungutan pajak yang
diterapkan di Indonesia serta bertanggung jawab atas kewajibannya.

b. peran fiscus (pemerintah) dalam proses implementasi sef assessment system,
baik dalam proses edukasi masyarakat melalui sosialisasi maupun dalam
penyelenggaraan pelayanan, termasuk dalam pemantauan.

c. Implementasi atau pelaksanaan self assessment system ini menuntut adanya
peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya.

Sedangkan perubahan yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap aparatur
pemungut pajak adalah peningkatan pelayanan perpajakan. Sehingga apa yang
dilakukan wajib pajak pada bidang perpajakan daerah berimbas balik ke diri wajid
pajak tersebut khususnya dalam hal pelayanan.

Dari ukuran perubahan yang diharapkan oleh fiscus pada sistem self
assessment ini, berdasarkan pengamatan peneliti, pencapaiannya masih belum
optimal, disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

1. Masih ditemukannya data piutang pajak hotel pada neraca keuangan
Kabupaten Karimun,

2. Adanya temuan atas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan kurang bayar

yang harus dipenuhi oleh wajib pajak hotel,
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3. Adanya beberapa wajib pajak hotel yang belum melaporkan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan

Dari beberapa hal yang menjadi penyebab belum optimalnya tujuan yang
diharapkan, peneliti berkesimpulan bahwa masih adanya wajib pajak yang dengan
sengaja tidak patuh, kesadaran dan tingkat kejujuran wajib pajak yang masih
rendah, hasrat wajib pajak yang kurang, kedisipilinan wajib pajak yang rendah
atau kombinasi dari semuanya, sehingga membuat wajib pajak enggan
melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ini menjadi salah satu faktor
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan self assessment.

d. Program yang dilaksanakan

Pelaksanaan program sosialisasi kebijakan self assessment pada
pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun menunjukkan bahwa pihak
implementor telah berupaya memperkenalkan sistem ini kepada wajib pajak hotel.
Pihak implementor juga mempersiapkan diri dengan mengupdate database wajib
pajak hotel yang berguna sebagai gambaran estimasi minimal pembayaran pajak
oleh wajib pajak hotel. Selain itu program monitoring dilakukan secara berkala
dengan cara melakukan uji potensi terhadap tingkat hunian hotel.

Dan dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak, Dinas
Pendapatan Daerah juga meningkatkan kenyamanan ruang tunggu bagi wajib
pajak serta meningkatkan sistem aplikasi SIMDA Pendapatan dengan tujuan
melayani wajib pajak dengan baik dan tepat bahkan rencana kedepannya adalah

berupaya untuk menerapkan standarisasi ISO 9001. Sedangkan pada fungsi
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pemeriksaan, Dinas Pendapatan Daerah mengagendakan program pelaksanaan
pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak

Hal tersebut diatas, sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam melaksanakan sistem
self assessment, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti
memberikan penyuluhan perpajakan (tax dissessmination), pelayanan perpajakan
(tax service), dan pengawasan perpajakan (law enforcement). Hal tersebut sudah
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah secara terprogram dengan tujuan
terciptanya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.
e. Implementor Kebijakan

Implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel di
Kabupaten Karimun diselenggarakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dan
hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, dinyatakan bahwa Dinas
Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
f. Sumber Daya

Faktor penentu dalam suksesrya suatu implementasi kebijakan adalah
sumber daya. Jika suatu pelaksana implementasi kurang akan sumber daya maka
implementasi akan cenderung tidak efektif. Kurangnya sumber daya akan

berpengaruh kepada efektifitas implementasi suatu kebijakan.

43062.pdf



43062.pdf
127 7P

Sumber daya dalam proses implementasi self assessment system pada
pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun khususnya pada bidang yang
dominan berperan menangani wajib pajak yang menggunakan self assessment
system memiliki keterbatasan dalam jumlah kuantitas. Hal ini dianalisis dari apa
yang dikemukakan oleh para informan berkaitan dengan sumber daya yang
mendukung pada kebijakan self assessment.

Pada Bidang Pendataan dan Penetapan, karena keterbatasan jumlah
pegawai, sering keteteran dalam hal menetapkan ketetapan pajak secara jabatan
terhadap wajib pajak yang belum menyampaikan laporan, begitu juga pada
Bidang Penagihan dan Pembukuan, jumlah tenaga pemeriksa pajak tidak
berbanding seimbang dengan jumlah wajib pajak yang menggunakan pembayaran
dengan self assessment system.

Dari keterbatasan kuantitas sumber daya ini, mengakibatkan beberapa hal,
antara lain :

1. Dengan tidak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah — Kurang Bayar
(SKPD-KB) secara jabatan, wajib pajak akan menjadi biasa dengan
ketidakdisiplinnya dalam menyampaikan laporan perpajakan.

2. Pencatatan piutang daerah pada neraca keuangan kabupaten, tidak mencatat
nilai piutang yang sesungguhnya, dikarenakan belum adanya nilai pajak yang
dilaporkan oleh wajib pajak dan belum ditetapkannya SKPD-KB.

3. Fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan tidak berjalan optimal
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Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan
terkait dengan content of policy (isi kebijakan) dalam implementasi self
assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, dianalisis
bahwa isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat,
derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan
program dan sumberdaya yang dilibatkan belum sepenuhnya diimplementasikan
secara optimal, karena dari semua aspek tersebut terdapat beberapa hal seperti
perubahan yang diinginkan oleh implementor yaitu meningkatnya kesadaran
wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, namun masih ditemukannya
pelanggaran-pelanggaran perpajakan oleh sebagian kecil wajib pajak hotel seperti
penunggakan pajak, penggelapan pajak dan kelalaian pajak. Hal ini ada
keterkaitannya dengan keterbatasan kuantitas sumber daya pada fungsi
pengawasan dan pemeriksaan yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan yang
bertanggungjawab pada pengadministrasian dan pemeriksaan pajak daerah belum

berjalan optimal.

1.2. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)

Faktor lingkungan kebijakan (context of policy) menurut Grindle
mencakup seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh
para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan
rezim yang sedang berkuasa, dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok

sasaran.
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Berkaitan dengan context of policy dalam implementasi self assessment
system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun dianalisis dari hasil
wawancara dan observasi peneliti, diberikan gambaran sebagai berikut :

a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang
terlibat

Melihat suatu kebijakan selalu ada berbagai kepentingan didalamnya.
Dalam hal ini peneliti melihat kekuasaan dan kepentingan dalam proses kebijakan
self assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun,
peran implementor terbesar ada pada Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan, melakukan
pemungutan pajak hotel dengan menggunakan self assessment system adalah
dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Keterlibatan
aktor-aktor lain diluar lingkungan Dinas Pendapatan Daerah adalah bersifat
koordinasi. Sedangkan untuk keterlibatan aktor di dalam lingkungan Dispenda
sendiri terdapat pada bidang yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pajak
daerah.

Dinas Pendapatan Daerah juga mengaturkan strategi-strategi agar tujuan
mereka tercapai. Strategi disini adalah bagaimana cara Dinas Pendapatan Daerah
mengimplementasikan kebijakan self assessment system pada pemungutan pajak
hotel, diantaranya adalah :

1. Melakukan sosialisasi diawal penerapan kebijakan self assessment,
2. Mendata tempat usaha wajib pajak, mulai dari jumlah kamar yang disediakan,

harga yang dijual dan tingkat kunjungan tamu yang menginap, yang kemudian
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dicatat dan dijadikan database sebagai alat kontrol pembayaran oleh wajib
pajak,

3. Menyiapkan dan meningkatkan sumber daya dglingkungan dispenda, sumber
daya mencakup ke orang yang melaksanakan dan prasarana yang disediakan,

4. Peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak

b. Karaktellistik lembaga dan rezim yang berkuasa

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa menjadi pengaruh utama
jalannya kebijakan self assessment di Kabupaten Karimun. Sebuah Institusi yang
dipimpin oleh seorang pemimpin pastilah mempunyai tujuan kemanakah sebuah
institusi itu dijalankan, apakah institusi itu mengarah kepadav tujuan positif atau
tujuan yang negatif. Setiap bergantinya suatu rezim dari sebuah institusi maka
tujuan-tujuan dari institusi itu sendiri juga berubah arah, kearah positif atau kearah
negatif.

Dalam implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel
di Kabupaten Karimun, rezim institusi yang berkuasa tidak mengalami perubahan
kebijakan dengan rezim institusi sebelumnya. Hal ini disebabkan karena peraturan
yang mengatur tentang kebijakan sel/” assessment tidak mengalami perubahan
namun untuk pelaksanaan program kegiatan, rezim institusi yang berkuasa
sekarang menambahkan program sebagai penguatan basis pelaksanaan self
assessment, diantaranya adalah pengadaan aplikasi simda dalam rangka
peningkatan pelayanan dan pemantapan sistem akuntansi pendapatan,

pemutahiran data wajib pajak, pemetaan potensi pajak dan lain sebagainya.
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Karakteristik dari lembaga tidak mudah terpengaruhi oleh kepentingan
yang dijalankan oleh para pengusaha hotel. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian
realisasi penerimaan pajak yang selama tiga tahun selalu memenuhi target
penerimaan, Dinas Pendapatan Daerah sadar akan tugas dan fungsinya sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab pada bidang pendapatan.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dan kelompok
sasaran

Tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran menjadi salah satu kunci
keberhasilan suatu kebijakan/program yang diselenggarakan oleh stakeholder.
Dalam point terakhir ini, tingkat kepatuhan kelompok sasaran adalah para
pengusaha (wajib pajak) hotel yang berada di wilayah Kabupaten Karimun.

Aturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah digunakan untuk
mengikat wajib pajak untuk bisa taat ketika mereka menyelenggarakan bisnisnyé.’
Pengikatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan
kewajibannya di bidang perpajakan daerah. Dan ini terbukti dari pencapaian
realisasi yang selama 3 tahun terakhir selalu terpenuhi. Namun ada juga sebagian
kecil wajib pajak hotel masih belum patuh dengan kewajiban perpajakannya, dan
dapat dilihat dari adanya jenis pajak hotel yang muncul di data piutang pada
neraca keuangan kabupaten Karimun, dominannya wajib pajak hotel pada data
wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

(SPTPD) sesuai dengan waktu yang ditentukan dan adanya kurang bayar yang
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harus dipenuhi oleh beberapa wajib pajak hotel setelah dilakukan pemeriksaan
pembukuan.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan, terkait dengan context
implementation (lingkungan kebijakan) dalam implementasi self assessment

svstem pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun, dianalisis bahwa

lingkungan kebijakan untuk tingkat kepatuhan dari kelompok sasaran dalam

penelitian ini pelaksanaannya belum optimal, karena untuk tingkat kepatuhan
wajib pajak hotel secara keseluruhan belum patuh, hal ini disebabkan karena
rendahnya kesadaran sebagian kecil wajib pajak hotel akan kewajibannya pada
bidang perpajakan. Sedangkan untuk point kekuasaan, kepentingan-kepentingan,
dan strategi dari aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan rezim yang
berkuasa, untuk pengimplementasiannya dikategorikan berjalan sesuai dengan

aturan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan Self Assessment
dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Karimun
2.1. Faktor Pendukung
Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, adapun yang menjadi faktor-
faktor pendukung dalam implementasi self assessment system pada pemungutan

pajak hotel di Kabupaten Karimun adalah :

1. Faktor internal, yaitu faktor yang mendukung implementasi self assessment
system yang berasal dari dalam Dinas Pendapatan Daerah, perfama, adanya

Peraturan daecrah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan
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Kepala Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Hotel Kabupaten Karimun, kedua Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
tertuang dalam buku pedoman penyelenggaran pelayanan, yang jelas
mengatur tentang tata cara pelayanan per jenis pajak, ketiga, sosialisasi
langsung maupun tidak langsung kepada sasaran kebijakan. Misalnya dengan
memberikan penjelasan langsung kepada wajib pajak yang datang melaporkan
dan membayarkan kewajiban pajaknya. Sosialisasi lain yang dilakukan adalah
dengan memasang spanduk, baliho ataupun sosialisasi melalui media
elektronik, keempat, tersedianya fasilitas penunjang pelaksanaan self
assessment seperti komputer yang sudah teraplikasi dan terhubung dengan staf
yang melakukan pekerjaan dan pelayanan perpajakan, printer, mesin
porporasi, mesin fotocopy dan mobil operasional, kelima, koordinasi antar
bidang yang berperan dalam pelaksanaan self assessment saling bersinergi.

. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar Dinas Pendapatan Daerah,
pertama, koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan
beberapa instansi seperti Kantor Perizinan, Kantor Pariwisata dan Badan-
Satuan Polisi Pamong Praja sangat baik, masing-masing SKPD mempunyai
porsi dan kewenangan tersendiri dalam rangka membantu Dinas Pendapatan
Daerah mengimplementasikan self assessment system di Kabupaten Karimun
khususnya terhadap jenis pajak hotel, Kedua, adanya dukungan dana yang
tertuang pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Daerah. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mendapat
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dukungan dari lembaga legeslatif sebagai lembaga yang berperan dalam

pengesahan APBD Kabupaten Karimun.

2.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan data yang peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun, penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pajak hotel selama 3
tahun terakhir berada di atas target yang ditetapkan. Namun demikian masih ada
beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu adanya wajib pajak hotel yang kesadaran,
kepatuhan, kedisiplinan dan kejujurannya yang masih kurang.

Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment system sudah
dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang
diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya wajib
pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah,
tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah, hasrat wajib pajak yang kurang,
kedisipilinan wajib pajak yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga
membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat
dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat
disebabkan antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
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2. Perlawanan aktif, bentuknya antara lain:
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar
undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggelapkan pajak).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada self assessment system menurut
Rahayu (2010:160), antara lain sebagai berikut :

1. Kesadaran Pajak Dari Wajib Pajak (Tax Consciousness)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat
bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Tingkat
kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak
yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam ’membayar pajak.
Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik
formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib
pajak untuk membayar pajak.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena wajib
pajak telah diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang kepada pemerintah dimana mereka terdaftar. Tetapi
apa yang yang terjadi di lapangan, tidak semua wajib pajak melaksanekan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah

kepada wajib Pajak.
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3. Hasrat Untuk Membayar Pajak (7ax Mindedness)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan Wajib pajak secara
sukarela dalam membayar pajak. Wajib pajak pada dasarnya memiliki hasrat yang
tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak terutang.

4. Disiplin Dalam Membayar Pajak (Tax Discipline)

Kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak tergantung dari kesadaran
wajib pajak akan hukum. Didalam hukum pajak banyak aturan-aturan yang
menerangkan kedisiplinan dalam membayar pajak baik itu batas waktu yang
ditetapkan, maupun sanksi-sanksi atau denda-denda yang dikenakan jika wajib
pajak telat atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya.

Seorang wajib pajak dikatakan disiplin apabila dalam melaksanakan
kewajibannya membayar pajak selalu tepat waktu, sehingga terhindar dari yang
namanya sanksi ataupun denda. Kendala utama yang dihadapi oleh beberapa
wajib pajak adalah menghitung pajaknya sendiri. Dengan tidak mengerti atau
tidak paham mengenai hal tersebut berpengaruh terhadap pembayaran yang tidak
tepat waktu, begitu juga dengan laporan yang dilaporkan.

Kedisiplinan wajib pajak pada dasarnya tergantung dari kesadaran wajib
pajak itu sendiri untuk mengerti dan memahami akan hukum perpajakan.

Dari hasil observasi dan wawancara peneliti, faktor penghambat yang
mempengaruhi implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel
di Kabupaten Karimun, adalah :

1. Kurangnya Kesadaran, Kepatuhan dan Kedisiplinan Wajib Pajak Hotel
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Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui,
memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan
sukarela. Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.
Kedisplinan perpajakan didasarkan pada tingkat pemahaman wajib pajak
terhadap hukum pajak yang berlaku serta sanksi-sanksi yang menyertainya,
dengan harapan wajib pajak tidak menunda-nunda dalam melaporkan SPT
dan membayar pajak. Implementasi self assessment svstem pada pemungutan
pajak hotel di Kabupaten Karimun, menunjukkan bahwa masih kurangnya
tingkat kesadaran, kepatuhan dan disiplin wajib pajak hotel dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat di lihat dari adanya
data piutang jenis pajak hotel pada neraca keuangan, yang berarti adanya
utang pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak tersebut, begitu juga
dengan wajib pajak yang tidak menyampaikan laporan SPTPD sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh peraturan, menunjukkan bahwa kurangnya
tingkat kedisiplinan perpajakan.

. Tingkat kejujuran wajib pajak hotel yang rendah, dimana dalam melapor dan
membayar nilai pajak tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya, cenderung
melakukan penggelapan pajak, hal ini dapat dilihat dari laporan hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak yaitu ditemukan

kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

43062.pdf
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada Bab IV sebelumnya, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi self assessment system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten
Karimun belum diimbangi dengan persiapan kuantitas sumber daya manusia pada
fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan di Dinas Pendapatan Daerah,
sehingga fungsi tersebut belum semuanya menyentuh wajib pajak.

2. Perubahan yang diinginkan oleh implementor dalam implementasi self assessment
system pada pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun belum maksimal.
Yang menjadi faktor penghambat belum maksimalnya implementasi ini adalah
masih rendahnya tingkat kesadaran, kepatuhan, disiplin dan iejujuran wajib pajak

dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran kepada Pemerintah
Kabupaten Karimun dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun dalam
rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak hotel melalui kebijakan self

assessment system adalah sebagai berikut :
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1. Memberdayakan sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah dengan
menambahkan porsi pada bidang yang melaksanakan fungsi pengawasan dan
fungsi pemeriksaan.

2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, guna meningkatkan
kesadaran para pengusaha hotel dengan lebih tegas dalam menerapkan pengenaan
sanksi sesuai dengan aturan yang ada, dan untuk menimbulkan efek jera terhadap
wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh pada aturan perpajakan, agar

melaporkan penyelewengan yang dilakukan kepada pihak yang berwajib.
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LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN
ISI KEBIJAKAN (CONTENT OF POLICY)

L KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Apa yang menjadi dasar pemungutan pajak hotel di Kabupaten Karimun
menggunakan self assessment system ?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh
wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan perpajakan ?

3. Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan self assessment system ?

4. Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya dispenda dalam
upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah akan terpenuhi ?

WAJIB PAJAK

1. Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran pajak dengan
self assessment system ?

2. Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem ini ?

3. Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam menjalankan
usaha / bisnis perhotelan ?

4. Bagaimana sikap aparatur pemungut pajak terhadap Bapak/Ibu/Sdr-I dalam

konteks pelaksanaan self assessment ?
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IL MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG DAN WAJIB PAJAK

1. Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi wajib pajak ?

2. Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi Dispenda ?

III. PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan self assessment ?

2. Bagaimana upaya dispenda untuk mengoptimalkan perubahan yang
diharapkan ?

3. Apa tujuan dari perubahan yang diharapkan ?

WAJIB PAJAK

1. Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh fiskus terkait dengan

implementasi kebijakan self assessment ?

IV.  PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Program apa yang dilaksanakan dalam rangka self assessment system

V. IMPLEMENTOR KEBIJAKAN / PELAKSANA PROGRAM
KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG
1. Siapa saja yang berwenang melaksanakan program dalam rangka menunjang

kebijakan self assessment system ?
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VI. SUMBER DAYA

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun ?

2. Bagaimana pula keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam
kebijakan self assessment ?

3. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Pendataan
dan Penetapan

4. Apakah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tidak otomatis
diterbitkan SKPD-KB ?

5. Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Bidang Penagihan
dan Pembukuan

6. Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh keseluruhan wajib

pajak khususnya wajib pajak hotel ?

LINGKUNGAN KEBIJAKAN (CONTEXT OF POLICY)

I SEBERAPA BESAR KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI
YANG DIMILIKI OLEH AKTOR YANG TERLIBAT DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

KEPALA DINAS / KEPALA BIDANG

1. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan self assessmeni 7
2. Dalam hal ini, bagaimana peran lembaga legislasi?
3. Bagaimana kepentingan lembaga legeslasi dalam hal ini ?

4. Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan self assessment ?
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Melihat dari data wajib pajak hotel yang tidak menyampaikan SPTPD cukup
banyak, mengapa hal itu bisa terjadi ?

Bagaimana proses penatausahaan piutang pajak hotel ?

Bagaimana fungsi Pemeriksaan ?

Bagaimana kekuasaan dispenda dlm menjalankan kebijakan self assessment ?
Apakah ada intervensi dari luar dispenda baik itu wajib pajak ataupun pihak
legislatif dalam rangka mengimplementasikan kebijakan self assessment ? |
Apa kepentingan dispenda dengan kebijakan self assessment ?

Apa strategi dispenda dalam melaksanakan kebijakan self assessment ?

KARAKTERISTIK INSTITUSI DAN REJIM YANG SEDANG
BERKUASA

KEPALA DINAS

Sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas
Pendapatan Daerah ?

Apakah ada perubahan aturan menyangkut dengan kegiatan pemungutan
pajak hotel dengan menggunakan self assessment selama di kepemimpinan
bapak ?

Jika dibandingkan kebijakan self assessment pada masa pimpinan sebelum
bapak, apakah ada perubahan kebijakan yang bapak lakukan ?

Bagaimana bapak menyikapi kebijakan self assessment dalam menanggapi

wajib pajak yang berusaha mempengaruhi bapak ?
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5. Bagaimana hubungan dispenda dan wajib pajak dalam melakukan kebijakan

self assessment ?

II. TINGKAT KEPATUHAN DAN RESPONSIVITAS KELOMPOK
SASARAN

KEPALA DINAS

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam menanggapi kebijakan
self assessment ?
2. Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan yang diharapkan

3. Bagaimana dispenda menanggapi ketidakpatuhan wajib pajak

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

KEPALA DINAS

1. Apa yang menjadi faktor pendukung kebijakan self assessment system pada
pemungutan pajak hotel ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat kebijakan self assessment system pada
pemungutan pajak hotel ?

3. Bagaimana dispenda menyikapi faktor-faktor tersebut 7
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber  : Drs. Muhd. Firmansyah,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Alamat : J1. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Tanggal Wawancara : 02 Nopember 2016

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 sd 11.00 WIB

Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)

KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

1. Pertanyaan : Apa yang menjadi dasar pemungutan pajak hotel di Kabupaten
Karimun menggunakan self assessment system ?
Jawaban : Aturan yang mengatur adalah UU 28 / 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diatur lagi melalui PP
Nomor 91 Tahun 2010 Tentang jenis pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh

wajib pajak
2. Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan self assessment yang
dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan
perpajakan ?
Jawaban :  Wajib pajak datang membawa SPTPD, SSPD beserta lampiran
dan menyampaikan ke dispenda
3. Pertanyaan : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan self
assessment system
Jawaban . Karena kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, wajib pajak

sudah mengerti dan mau mengikuti aturan yang sudah ada,
kalaupun ada yang tidak patuh paling sekitar satu dua wajib
pajak, dan kita dari dispenda tetap melakukan tindakan
terhadap wajib pajak yang tidak patuh
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4. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya
dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah
akan terpenuhi ?

Jawaban : Insyaallah .... Karena meskipun pada sistem ini dispenda hanya
bersifat pasif, hanya menerima laporan dari wajib pajak, namun
tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dispenda
berjalan dengan baik, fungsi pengawasan dan pemeriksaan
dilakukan dalam rangka mengontrol penerimaan dari sektor
pajak hotel

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

5. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi WP ?
Jawaban : Pertama, wajib pajak sudah memiliki kepastian hukum,
kenapa? ya karena sistem yang digunakan diamanatkan untuk
wajib pajak itu menghitung sendiri berapa kewajiban
perpajakannya, pejabat gak ikut campur tangan cukup
mengawasi saja, jika dia gak jujur, dia yang menanggung
resikonya sendiri, kita bisa periksa mereka, kedua, ya gak
bertele-tele, mereka punya pembukuan, mereka yang mengerti
omset mereka, dan mereka setor kewajiban pajak mereka,
terlepas dari benar atau tidak yang mereka laporkan, tetap
nantinya akan kita lakukan pemeriksaan terhadap usaha mereka

6. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi
Dispenda ?
Jawaban : Manfaat bagi Dispenda, kita gak perlu lagi membuat surat

ketetapan, wajib pajak sudah datang langsung melaporkan
kewajiban perpajakannya, namun bukan berarti kita duduk saja
sambil menunggu mereka datang, proses-proses dalam
prosedur perpajakan daerah tetap kita lakukan, dan semua itu
sudah kita atur melalui SOP pada masing-masing jenis pajak

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

7. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan self
assessment !
Jawaban . Dengan kebijakan ini, perubahan yang kita harapkan dari wajib

pajak adaiah adanya perubahan sikap yaitu terciptanya wajib
pajak yang sadar pajak, mau membayar pajak secara sukarela
meskipun sifat pajak itu adalah memaksa, perubahan lain yang
kita harapkan adalah peran aktif dari wajib pajak, karena
mereka hitung sendiri berapa nilai yang akan disetorkan,
namun semuanya ada aturan baik aturan waktu penyampaian,
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lampiran yang harus dilampirkan, pembukuan yang harus
dibuat dan sebagainya

8. Pertanyaan : Bagaimana upaya dispenda untuk mengoptimalkan perubahan
yang diharapkan ?
Jawaban : Dengan membuat program-program yang sasarannya adalah

wajib pajak dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
9. Pertanyaan : Apa tujuan dari perubahan yang diharapkan ?

Jawaban : Selain proses edukasi bagi wajib pajak, perubahan yang
diharapkan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

10. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka self assessment
system
Jawaban :  Untuk pelaksanaan program, saya sudah mengarahkan kepada

bidang-bidang yang berkompenten di dispenda ini untuk
melakukan program pengawasan dan pemeriksaan, dan itu
sudah kita lakukan sejak awal kebijakan self assessment
diberlakukan, hal yang pertama yang dilakukan adalah
mesosialisasikan kebijakan ini, terus kita tingkatkan
pengawasan di lapangan

IMPLEMENTOR KEBIJAKAN / PELAKSANA PROGRAM

11. Pertanyaan : Siapa saja yang berwenang melaksanakan program dalam
rangka menunjang kebijakan self assessment system ?
Jawaban : Dalam implementasi self assessment pajak hotel, yang

menjadi implementator utamanya adalah dispenda itu sendiri,
namun untuk menunjang agar pelaksanaannya berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, sifat koordinasi tetap kita
laksanakan, koordinasi bisa dilakukan antar instansi atau
dengan pihak lain, setelah kita membuat program-program,
saya serahkan kepada para kepala bidang yang berkompenten
untuk mengimplementasikannya di lapangan

SUMBER DAYA
12. Pertanyaan : Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten
Karimun ?
Jawaban : Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada

72 wajib pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua,
bintang satu, bintang tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah
kost, mereka tersebar di wilayah Pulau Karimun, Pulau
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Kundur dan Pulau Moro, untuk gambaran tingkat hunian, kita
dari dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP
menghitung tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau
Karimun sekitar 40% dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di
angka 15 %, begitulah kondisinya

13. Pertanyaan : Bagaimana secara keseluruhan keadaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yg terlibat dalam kebijakan self assessment ?
Jawaban : Disinilah yang sedikit menjadi kendala, secara keseluruhan

kita mempunyai jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya
menggunakan self assessment system lebih kurang ada sekitar
300 sampai 350 wajib pajak, itu belum lagi termasuk jumlah
wajib pajak yang menggunakan sistem official assessment ada
lebih kurang 500 an wajib pajak ditambah lagi dengan wajib
pajak PBB ada sekitar ribvan wajib pajak, pegawai dispenda
secara keseluruhan berjumlah 93 orang, dan terbagi lagi
fokusnya tidak hanya mengurus pajak daerah, ada bagian
mengurus dana perimbangan, yang fokus pada pajak daerah
hanya 3 bidang yaitu Bidang Pendataan dan Penetapan,
Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang PBB dan
BPHTB

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH
AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

14. Pertanyaan : Siapa saja yg terlibat dalam pelaksanaan kebijakan self
assessment ?
Jawaban : Pelaksanaan pemungutan pajak daerah menggunakan self

assessment system merupakan kebijakan peraturan perundang-
undangan yang harus dilaksanakan oleh daerah, untuk daerah
kabupaten karimun kewenangan pemungutan diamanatkan
kepada SKPD Dinas Pendapatan Daerah, siapa saja yang
terlibat ? jelasnya seluruh komponen yang ada pada dinas
pendapatan daerah, dan dalam hal ini lebih dititik beratkan
kepada Bidang Pendataan dan Penetapan serta Bidang
Penagihan dan Pembukuan, serta Bidang PBB dan BPHTB,
sedangkan satu bidang lagi diamanatkan sesuai dengan
penjabaran tupoksi melaksanakan pekerjaan yang berkaitan
dengan dana perimbangan

15. Pertanyaan : Berarti, SKPD lainnya tidak terlibat dalam hal pemungutan
menggunakan self assessment ?
Jawaban : Ya ... SKPD lain tidak terlibat, sifat kita terhadap SKPD
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lainnya adalah berkoordinasi dalam rangka pemungutan pajak,
misalnya tidak memproses izin jika belum melakukan
pelunasan pajak, melaksanakan koordinasi di lapangan dalam
hal pengawasan

Dalam hal ini, bagaimana peran lembaga legeslasi?

DPRD sebagai lembaga legeslasi sangat berperan dalam hal
menunjang  pelaksanaan  pemungutan pajak  dengan
menggunakan self assessment system, scbagai lembaga
legeslasi, hal pertama yang kita siapkan sebagai tindak lanjut
amanat UU adalah membuat Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah, dan itu telah kita laksanakan diawal, selain itu juga
kita selalu diundang rapat oleh Komisi II DPRD guna
mengetahui perkembangan realisasi pendapatan

Bagaimana kepentingan lembaga legeslasi dalam hal ini ?
DPRD sebagai mitra eksekutif dalam menanggapi kebijakan
yang dilakukan, apalagi yang menyangkut teknis pelaksanaan
dilapangan sejauh ini tidak ada campur tangan sama sekali,
kepentingan DPRD mungkin ya dari realisasi pencapaian
target saja, karena pengesahan target pendapatan yang
diajukan oleh eksekutif disahkan oleh DPRD menjadi APBD
Kabupaten

Bagaimana kekuasaan dispenda dalam menjalankan kebijakan
self assessment ?

Mungkin tepatnya adalah wewenang bukan kekuasaan, seperti
yang sudah saya jelaskan diawal, bahwa dalam pelaksanaan
self assessment system ini, fungsi yang kita lakukan adalah
fungsi pemeriksaan dan fungsi penagihan, memeriksa atas
benar tidaknva yang dilaporkan wajib pajak, menagih atas
laporan dan hutang wajib pajak, dan semua wewenang
tersebut diatur melalui aturan perundang-undangan

Apakah ada intervensi dari luar dispenda baik itu wajib pajak
ataupun pihak legislatif dalam rangka mengimplementasikan
kebijakan self assessment ?

Tidak ada... kita bekerja sesuai dengan tupoksi dan semua
yang dilakukan oleh dispenda diatur melalui SOP, dispenda
sebagai penanggungjawab bebas dari intervensi dari pihak
manapun

Apa kepentingan dispenda dengan kebijakan self assessment ?
Sekali lagi saya tegaskan bahwa kebijakan self assessment
merupakan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam
suatu  aturan  perundang-undangan, jadi  dispenda
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mengimplementasikannya di daerah, berbicara masalah
kepentingan sesuai dengan tupoksi dispenda itu sendiri yaitu
berupaya melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan
khususnya dari sektor pajak daerah

21. Pertanyaan : Apa strategi dispenda dalam melaksanakan kebijakan self
assessment ?
Jawaban . Hal pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan dan

meningkatkan sumber daya dilingkungan dispenda itu sendiri,
sumber daya bisa mencakup ke orang yang melaksanakan dan
prasarana yang disediakan, peningkatan pelayanan terhadap
wajib pajak dengan membuat ruang tunggu yang nyaman dan
prosedur yang tidak berbelit-belit, sedangkan untuk
mengimplementasikan kebijakan ini adalah kita melakukan
sosialisasi terhadap wajib pajak dan ini sudah kita lakukan
diawal penerapan self assessment, khusus untuk wajib pajak
hotel strategi yang kita lakukan adalah mendata tempat usaha
mereka, mulai dari jumlah kamar yang disediakan, harga yang
dijjual dan tingkat kunjungan tamu yang menginap,
kesemuanya kita catat dan dijadikan database kita dalam hal
pengontrolan pembayaran oleh wajib pajak hotel, selanjutnya
kita terus melakukan monitoring dengan melakukan
pengecekan tingkat hunian secara rutin dan berkala, dan
fungsi pemeriksaan kita tingkatkan, baik dari peningkatan
SDM tenaga pemeriksa maupun jumlah tenaga pemeriksa
tersebut

KARAKTERISTIK INSTITUSI DAN REJIM YANG SEDANG BERKUASA

22. Pertanyaan : Sudah berapa lama bapak menduduki jabatan sebagai Kepala
Dinas Pendapatan Daerah ?
Jawaban :  Saya menjabat sebagai Kepala Dispenda sejak Tahun 2013
23 Pertanyaan Apakah ada perubahan aturan menyangkut dengan kegiatan

pemungutan pajak hotel dengan menggunakan self assessment
selama di kepemimpinan bapak ?

Jawaban Tidak ada, kebijakan pelaksanaan tetap mengacu pada aturan
yang berlaku, hanya ada penambahan beberapa program yang
saya lakukan di masa kepemimpinan saya, misalnya dengan
pengadaan aplikasi Simda, pemutahiran data wajib pajak,
pemetaan potensi pajak daerah dan lain sebagainya yang kita
anggap sebagai upaya kita memperkuat basis pelaksanaan self
assessment

24. Pertanyaan Jika dibandingkan kebijakan self assessment pada pemungutan
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pajak hotel di masa pimpinan sebelum bapak, apakah ada
perubahan kebijakan yang bapak lakukan ?

Jawaban Ya itu tadi, kebijakan tetap mengacu kepada aturan
perundang-undangan yang berlaku, saya hanya menambahkan
program kegiatan sebagai penunjang pelaksanaan self
assessment.

25. Pertanyaan Bagaimana bapak menyikapi kebijakan self assessment dalam
menanggapi wajib pajak hotel yang berusaha mempengaruhi
bapak ?

Jawaban Saya suruh mereka baca aturan, saya jelaskan sanksi-sanksi
jika sengaja tidak patuh bahkan akan kita jadikan target untuk
diperiksa pembukuannya

26 Pertanyaan Bagaimana hubungan dispenda dan wajib pajak dalam
melakukan kebijakan self assessment ?

Jawaban Wajib pajak kita anggap sebagai mitra pemerintah yang
berperan aktif dalam pembangunan di daerah, sampai sejauh
ini hubungan yang kita lakukan dalam rangka pelaksanaan
pekerjaan adalah berupaya meningkatkan lagi kesadaran wajib
pajak akan kewajibannya pada bidang perpajakan, untuk hotel
khususnya, pemberlakuan sanksi atas wajib pajak yang tidak
patuh tetap mengacu kepada aturan yang berlaku

TINGKAT KEPATUHAN DAN RESPONSIVITAS KELOMPOK SASARAN

27. Pertanyaan : DBagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dalam
menanggapi kebijakan self assessment ?
Jawaban : Berbicara sistem pemungutan dengan menggunakan self

assessment, wajib pajak membayar sendiri secara sukarela
bukan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan sistem ini,
tingkat kepatubhan bukan hanya dilihat dari banyaknya wajib
pajak yang melaporkan nilai pajaknya namun kita juga harus
memperhatikan tingkat kebenaran nilai pajak yang dilaporkan
oleh si wajib pajak. Dan disinilah fungsi pemeriksaan kita
yang mengontrol, jika dilihat dari tingkat kepatuhan
melaporkan boleh saya persentasekan sebesar 95% sudah
patuh melaksanakannya, namun jika dilihat dari tingkat
kebenaran nilai yang dilaporkan saya masih mempersentase
sebesar 80%

28. Pertanyaan : Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan
yang diharapkan
Jawaban : hmmm ... secara prosedur sudah, wajib pajak berangsur-
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angsur sudah sadar akan kewajiban perpajakannya, dan target
pencapaian pajak kita juga selalu mancapai target

29. Pertanyaan : Bagaimana dispenda menanggapi ketidakpatuhan wajib pajak
Jawaban :  Terus kita bina dan monitoring serta tetap memberikan sanksi
atas ketidakpatuhannya sesuai dengan peraturan yang ada

Faktor Penghambat dan Pendukung

30. Pertanyaan : Apa yang menjadi faktor pendukung kebijakan self
assessment system pada pemungutan pajak hotel ?

Jawaban : Pertama, dalam menjalankan suatu kebijakan, hal utama yang
harus diperhatikan adalah aturan, aturan yang ada merupakan
paying hukum yang dapat kita jadikan faktor pendukung
dalam melakukan pemungutan pajak hotel dengan
menggunakan system self assessment. Di Kabupaten
Karimun, sejak diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita juga
menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang
pemungutan pajak daerah di wilayah kita, yaitu Perda No. 19
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang kemudian dibuatkan
juga Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang
pelaksanaan teknis pemungutan untuk masing-masing jenis
pajak dan untuk lebih detail lagi kita membuat Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang juga mengatur prosedur
masing-masing jenis pajak sebagai dasar pelayanan kita
terhadap wajib pajak. Kedua penyediaan sarana dan prasarana
yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut seperti
adanya fasilitas kantor sebagai penunjang seperti komputer,
printer, mesin porporasi bahkan mobil operasional untuk turun
ke lapangan, ada biaya operasional, dan yang ketiga adalah
sistem koordinasi antar instansi juga berjalan dengan baik

31. Pertanyaan : Apa yang menjadi faktor penghambat kebijakan self
assessment system pada pemungutan pajak hotel ?
Jawaban : Jika ditinjau pelaksananya yaitu dispenda sendiri adalah

terbatasnya sumber daya manusia khususnya pada bidang
yang menangani pemeriksaan, tidak imbang antara jumlah
tenaga pemeriksa dengan jumlah wajib pajak, tenaga
pemeriksa tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap satu
jenis saja namun keseluruhan jenis pajak yang menggunakan
self assessment system, sehingga pemeriksaan atas laporan
wajib pajak masih belum optimal, sedangkan jika dilihat dari
wajib pajaknya masih adanya wajib pajak yang dengan
sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih
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rendah, tingkat kejujuran wajib pajak yang masih rendah,
hasrat wajib pajak yang kurang, kedisipilinan wajib pajak
yang rendah atau kombinasi dari semuanya, sehingga
membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban
membayar pajak.

32. Pertanyaan : Bagaimana dispenda menyikapi faktor-faktor tersebut ?
Jawaban : Upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dengan
peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara
berterusan dan terprogram serta pelayanan terhadap wajib
pajak kita tingkatkan.
Tg. Balai Karimun, = Nopember 2016

Narasumber

Drs. Muhd. Firmansyah, M.Si
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber  : Raden Richky Dwi Muhardi,S.STP

Jabatan : Kabid Pendataan dan Penetapan Dispenda Kab. Karimun
Alamat dan No. Hp. : JI. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Tanggal Wawancara : 02 Nopember 2016

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 sd 15.30 WIB

Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)

KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

1. Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan self assessment yang
dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan
perpajakan ?

Jawaban : Prosedur pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Bupati nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Hotel, wajib pajak membayar terlebih dahulu ke bank
yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan mendapatkan bukti
setor yang kita kenal dengan nama Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) yang sudah dibubuhi stempel, kemudian wajib pajak
menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
masa/bulan yang besaran uangnya sama dengan yang tercantum
di SSPD, dilengkapi dengan lampiran rekapitulasi penerimaan
bulanan, rekapitulasi ini disusun dari bill atau bukti
pembayaran harian, selanjutnya disampaikan kepada Dinas
Pendapatan Daerah sebagai laporan dan disampaikan paling
lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Petugas cukup
menerima saja berkas yang disampaikan oleh wajib pajak
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2. Pertanyaan : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan self
assessment system ?
Jawaban : secara umum tidak ada masalah, wajib pajak sudah mengerti

akan kewajiban perpajakannya

3. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya
dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah
akan terpenuhi ?

Jawaban : Insyaallah .... Walaupun wajib pajak menghitung sendiri
berapa jumlah pajak yang mereka bayarkan, kita juga
mempunyai database berupa estimasi kewajaran yang harusnya
mereka bayar

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

4. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan self
assessment ?
Jawaban : Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih aktif iagi untuk

meiaporkan dan menyetorkan pajak atas usaha mereka

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

5. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka self assessment
system
Jawaban : Banyak program yang telah kita lakukan seperti update

database wajib pajak hotel yang berguna sebagai dasar
perhitungan estimasi kita terhadap pembayaran yang dilakukan
oleh wajib pajak, selain itu kita juga melakukan uji potensi
terhadap wajib pajak hotel, dengan mendatangi tempat usaha
mereka secara langsung untuk mengetahui secara pasti tingkat
hunian, hal lain yang kita lakukan dalam rangka peningkatan
pelayanan adalah dengan meningkatkan sistem aplikasi
SIMDA Pendapatan, sehingga pelayanan terhadap wajib pajak
akan terlayani dengan baik dan tepat, bahkan kedepannya kita
mempunyai rencana akan menerapkan standarisasi ISO 9001
terhadap pelayanan yang kita berikan, dan tidak lupa juga kita
mempunyai program berupa pemberian reward kepada wajib
pajak teladan yang hampir setiap tahun kita laksanakan

SUMBER DAYA
6. Pertanyaan : Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada
Bidang Pendataan dan Penetapan
Jawaban . Staf pada bidang pendataan dan penetapan ada delapan belas

orang, empat orang pejabat eselon selebihnya staf, yang terdiri
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dari pegawai negeri sipil dan honorer, untuk pekerjaan yang
mencakup dengan pelayanan dan pengawasan memang masih
sangat kekurangan tenaga, bahkan pada praktek di lapangan
kita kerjanya sering kerja tumpang tindih, administrasi kita
kerjakan, lapanganpun kita keijakan, sehingga terkadang ada
beberapa hal yang terabaikan, misalnya tupoksi kitakan
menetapkan SKPD-KB bagi wajib pajak yang tidak melapor,
namun karena hal itu tadi jadi agak keteteran, tapi selama ini
masih dapat kita tangani walaupun belum maksimal

7. Pertanyaan : Artinya, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD tidak
otomatis diterbitkan SKPD-KB 7
Jawaban : Pada Sistem Aplikasi SIMDA kita otomatis, namun ya harus

dikerjakan oleh manusia, yaitu dientry dulu, prosesnya banyak,
mulai dari menotaperhitungankan sampai akhirnya menerbitkan
SKPD, baik itu yang nihil atau yang kurang bayar

Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)
KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH
AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

8. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan self
assessment ?
Jawaban . Sebagai lini depan yang memberikan pelayanan terhadap wajib

pajak, daiam hal ini yang kita utamakan adalah peningkatan
pelayanan terhadap wajib pajak, kita berupaya mempersingkat
waktu dalam pemerosesan pembayaran pajak sehingga wajib
pajak akan puas dengan pelayanan yang diberikan dan akan
dengan sukarela datang membayar pajak, namun hal pokok
yang kita laksanakan pada bidang saya sesuai dengan
penjabaran tupoksi adalah melakukan pendataan, pendaftaran,
penetapan wajib pajak, dan kita tuangkan pada rencana
pelaksanaan kegiatan yang rutinitas kita laksanakan, seperti
membuat peta potensi wajib pajak misalnya pajak hotel, kita
terus mengupgrade harga jual dan ketersediaan kamar pada
hotel tersebut dan pemantauan terhadap wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPTPD, kita surati terus jika tidak patuh kita
tetapkan nilai pajaknya secara jabatan

9. Pertanyaan : Melihat dari data wajib pajak hotel yang tidak menyampaikan
SPTPD cukup banyak, mengapa hal itu bisa terjadi ?
Jawaban : Tadi sudah saya jelaskan, hal ini terjadi karena keterbatasan

dari pegawai kita, pekerjaan yang kita lakukan tidak focus
hanya mengurus administrasi namun kita turun ke lapangan

juga ‘
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Tg. Balai Karimun, = Nopember 2016

Narasumber

Raden Richky Dwi Muhardi, SSTP
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber : H. Faizal, SE

Jabatan : Kabid Penagihan dan Pembukuan Dispenda Kab. Karimun
Alamat : JI. Pertambangan No. 8 Tanjung Balai Karimun

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
Tanggal Wawancara : 03 Nopember 2016

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 sd 12.00 WIB

Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)

KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

1. Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pelaksanaan self assessment yang
dilakukan oleh wajib pajak hotel dalam rangka pelaporan
perpajakan ?

Jawaban :  Wajib pajak paling lambat harus melapor tanggal 15 setiap

bulannya, laporan yang dibawanya SPTPD dan rekap bil
bulanan yang diambil dari penerimaan bill harian, lewat dari
tanggal 15, wajib pajak dikenakan sanksi keterlambatan
penyampaian SPTPD, kalau untuk pembayarannya paling
lambat di akhir tanggal setiap bulan, jika tidak dibayar sampai
dengan akhir bulan akan terbit Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) pada awal bulan berikutnya dan wajib pajak dikenakan
sanksi administrasi kemudian dilakukan penagihan atas utang
pajak tersebut, dan jika tidak dibayar akan tercatat sebagai

piutang pajak
2. Pertanyaan : Bagaimana wajib pajak hotel menanggapi kebijakan self
assessment system ?
Jawaban : Jika tim pemeriksa turun ke lapangan akan muncul keluhan

minta ditetapkan saja berapa bayarnya per bulan, minta kembali
ke official assessment ... enak aja (hahaha)
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3. Pertanyaan : Apakah dengan sistem ini kepentingan pemerintah khususnya
dispenda dlm upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah
akan terpenuhi ?

Jawaban : Insyaallah .... Dalam penyusunan target penerimaan sudah kita

hitung kemampuan wajib pajak kita dengan perhitungan
estimasi yang ada pada database kita, selain itu fungsi
pemeriksaan Kita terus kita tingkatkan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

4. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi WP ?

Jawaban : Banyak manfaat bagi mereka, tak perlu ditetapkan secara
jabatan itu salah satunya, usaha yang mereka jalani juga akan
lancar-lancar saja, jika omset besar, besarlah mereka bayar
pajak, jika omset sedikit ya kecillah bayar pajaknya, kan tidak
mengganggu pengeluaran mereka, mereka kan perpanjangan
tangan pemerintah, pemerintah kasi izin mereka pungut pajak
dan bantu menyetorkan, yang bayar pajakkan tamu yang
menginap

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

5. Pertanyaan : Perubahan apa yang diharapkan dengan kebijakan self
assessment ?
Jawaban : Perubahan yang kita harapkan wajib pajak lebih tertib dalam

hal melakukan administrasi pembukuan, karena wajib pajak
menghitung sendiri, dan kita punya hak untuk memeriksa
perhitungan pajak yang mereka lakukan

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN

6. Pertanyaan : Program apa yang dilaksanakan dalam rangka self assessment
system
Jawaban : fungsi bidang kami jika dikaitkan dengan pelaksanaan self

assessment adalah fungsi pemeriksaan, jadi program yang kami
laksanakan adalah dengan mengagendakan program
pemeriksaan secara berkala terhadap wajib pajak yang
menggunakan sistem self assessment, fungsi penagihan dan
keberatan juga kita laksanakan, begitu juga terkait dengan tata
cara pembukuan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak, ya
jadi cukup banyak tugas dan program kami

SUMBER DAYA

7. Pertanyaan : Bagaimana keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada
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Bidang Penagihan dan Pembukuan

Jawaban : Jumlah staf pada bidang penagihan dan pembukuan ada enam
belas orang staf, disini ada tiga pejabat eselon, semua focus
pekerjaan yang berkaitan dengan mulai dari pembukuan,
pemeriksaun dan penagihan ada disini. Kita memiliki empat
tenaga pemeriksa pajak yang sudah mengikuti pelatihan
pemeriksa, dan mereka yang empat orang inilah yang sering
melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak,
selain itu fungsi penagihan juga dilaksanakan pada bidang
kami, dan yang paling penting adalah pada fungsi pembukuan,
yang mencatat pencapaian realisasi

8. Pertanyaan : Apakah pemeriksaan yang dilakukan sudah menyentuh
keseluruhan wajib pajak khususnya wajib pajak hotel ?
Jawaban :  Kita memiliki wajib pajak lebih kurang tiga ratus sampai-tiga

ratus lima puluh wajib pajak yang menggunakan sistem
pembayaran dengan self assessment, sedangkan tenaga
pemeriksa kita hanya empat orang, jelasnya memang dalam
satu tahun sangat sulit untuk mengcover keseluruhan wajib
pajak, namun kita tetap membuat rencana berkala atas
pemeriksaan tersebut, ada wajib pajak yang menjadi sasaran
dan target pemeriksaan kita yang sifatnya harus diperiksa
karena kita melihat pembayaran yang dilakukan sepertinya
tidak wajar, dan perlu diketahui walaupun kita terlambat dalam
pemeriksaan namun kita memiliki hak untuk memeriksa wajib
pajak atas pembukuan mereka di tahun-tahun sebelumnya

9. Pertanyaan : Bagaimana gambaran potensi wajib pajak hotel di Kabupaten
Karimun ?
Jawaban . Jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Karimun sekarang ada

72 wajib pajak, terdiri dari wajib pajak hotel bintang dua,
bintang satu, bintang tiga, hotel melati satu, cottage dan rumah
kost, mereka tersebar di wilayah Pulau Karimun, Pulau Kundur
dan Pulau Moro, untuk gambaran tingkat hunian, kita dari
dispenda kemaren bekerja sama dengan BPKP menghitung
tingkat hunian yang ada di wilayah Pulau Karimun sekitar 40%
dan wilayah Pulau Kundur dan Moro di angka 15 %, begitulah
kondisinya
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Lingkungan Kebijakan (Context of Policy)

KEKUASAAN, KEPENTINGAN DAN STRATEGI YANG DIMILIKI OLEH
AKTOR YANG TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

10. Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan bidang bapak pada kebijakan self
assessment ?
Jawaban : Penagihan, pemeriksaan dan pembukuan termasuk

didalamnya penatausahaan piutang, itulah pekerjaan yang
menjadi tanggung jawab pada bidang kami dan itulah fungsi
kami dalam mengimplementasikan self assessment system

11. Pertanyaan : Bagaimana proses penatausahaan piutang pajak hotel 7
Jawaban : Piutang dicatat berdasarkan laporan yang telah disampaikan
oleh wajib pajak dan sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan tidak dilakukan pembayaran sedangkan wajib
pajak yang belum menyampaikan laporan dan belum
ditetapkan secara jabatan oleh pejabat belum bisa kita catat
sebagai piutang, karena nilainya tidak ada

12. Pertanyaan : Bagaimana fungsi Pemeriksaan ?

Jawaban :  Sejauh ini pemeriksaan yang kita lakukan selalu ditemukan
temuan kurang bayar yang harus dipenuhi oleh wajib pajak,
dan dalam satu tahun kita mengagendakan secara berkala
untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak walaupun
secara keseluruhan wajib pajak yarg ada belum tercover

Tg. Balai Karimun, = Nopember 2016

Narasumber

H. FAIZAL, SE
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber  : LINAH (Wajib Pajak Hotel Melati)
Jabatan : Hotel Himalaya

Alamat dan No. Hp. :JI. Teuku Umar Tanjung Balai Karimun
Tempat Wawancara : Kantor Hotel Himalaya

Tanggal Wawancara : 04 Nopember 2016

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 sd 11.00 WIB
Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)

KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

1. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistem pembayaran
pajak dengan self assessment system ?
Jawaban : Uang pajak hotel kita yang hitung sendiri berdasarkan
pemasukan kita setiap bulannya
2. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-I menanggapi pelaksanaan sistem
ini ?
Jawaban : Karena ini aturan, kita ikut saja pak, kan tidak boleh minta

ditetapkan tiap bulan bayarnya sekian

3. Pertanyaan : Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam
menjalankan usaha / bisnis perhotelan ?

Jawaban : Sampal saat ini nyaman-nyaman saja pak, hanya gak
nyamannya saat tim pemeriksa turun, (hahaha), jadi ada kurang
bayarnya

4. Pertanyaan : Bagaimana sikap aparatur pemungut pajak terhadap
Bapak/Ibw/Sdr-1 dalam konteks pelaksanaan self assessment ?
Jawaban : Maksudnya bagaimana pak ? yang minta-minta gitu ? gak

adalah ... mereka tetap terima laporan pajak kita, tapi kapan-
kapan kita akan diperiksa oleh mereka, kata mereka mau liat
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betul atau tidak laporan yang kita sampaikan
MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRU?

4. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi WP ?
Jawaban : Kita dapat mengatur pengeluaran operasional kita, karena uang
pajaknya kita pungut dari tamu dan setelah satu bulan kita
setorkan ke dispenda

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

5. Pertanyaan : Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh fiskus
terkait dengan implementasi kebijakan self assessment ?
Jawaban . Kita coba mengikuti apa yang diarahkan oleh dispenda untuk

kita lakukan, namun kita juga punya kendala di lapangan,
seperti kita tidak punya karyawan yang paham dengan
akuntansi, kalau mau pakai konsultan pajak kita harus
keluarkan cost lagi, jadi kalau telat-telat sikit harap maklum
saja pak, satu lagi tentang pelayanan yang diberikan oleh
dispenda kalau bisa jangan bertele-tele

Tg. Balai Karimun, = Nopember 2016

Narasumber

LINAH
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LAMPIRAN 2
TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KARIMUN

Nama Narasumber  : Riana (Wajib Pajak Hotel Bintang)
Jabatan :

Alamat dan No. Hp. :Jl. Pertambangan Tanjung Balai Karimun
Tempat Wawancara : Kantor Hotel Aston

Tanggal Wawancara : 04 Nopember 2016

Waktu Wawancara : Pukul 13.00 sd 14.00 WIB

Pewawancara : Firman Zulkhaidi

Hasil Wawancara :
Isi Kebijakan (Content Of Policy)

KEPENTINGAN KELOMPOK SASARAN ATAU TARGET GRUP
TERMUAT ISI KEBIJAKAN

1. Pertanyaan : Apa yang Bapak/Ibu/Sdr-I ketahui tentang sistemm pembayaran
pajak dengan self assessment system ?
Jawaban . Kita bayar pajak menghitung sendiri pak, beda sama yang dulu-

dulu. Kalau dulu kita ditetapkan tiap bulan harus sekian, gak
perduli ramai atau sepi, bayar perbulannya tetap segitu, ada
gampang dan ada susahnya juga pak, kalau sekarang kita harus
hitung sendiri, berapa duit yang kita dapat tiap bulan kemudian
kita keluarkan 10% nya untuk bayar pajak hotel, ya jadi
kadang-kadang tinggi dan kadang-kadang biasa saja,
tergantung tamu yang menginaplah

2. Pertanyaan : Bagaimana Bapak/Ibu/Sdr-lI menanggapi pelaksanaan sistem
ini ? "
Jawaban : Kita ikut aturan saja pak, jika memang aturannya seperti itu
kita laksanakan
3. Pertanyaan : Apakah sistem ini membuat nyaman Bapak/Ibu/Sdr-I dalam
menjalankan usaha / bisnis perhotelan ?
Jawaban : Nyaman sih pak, karena bayar pajaknya disesuaikan dengan

jumlah tamunya, jadi pas tamu sepi pajak kita juga sedikit, kita
tidak perlu lagi mencari subsidi buat menutupi uang pajak,
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kecuali yang menyangkut kebutuhan gaji karyawan

4. Pertanyaan : Bagaimana sikap aparatur pemungut pajak terhadap
Bapak/Ibu/Sdr-I dalam konteks pelaksanaan self assessment ?
Jawaban : Kalau kita lapor pajaknya kan langsung bayar ke dispenda,

bawa SPTPD dan lampiran bill setiap bulannya, jika nilai pajak
yang kita setorkan masuk dalam perhitungan estimasi dispenda,
kita punya berkas diterima, namun kalau ada dibawah
perhitungan dispenda, pajak kita akan dikenakan kurang bayar
sama dispenda, begitu juga kalau terlambat, ada dendanya,
belum lagi kalau ada pemeriksaan pembukuan, kalau banyak
temuannya bisa banyak juga kurang bayar yang dispenda
tetapkan

MANFAAT YANG DITERIMA OLEH TARGET GRUP

5. Pertanyaan : Apa manfaat dari kebijakan self assessment system bagi WP ?
Jawaban : Kalau bermanfaat, ya bermanfaat juga pak, kita kan hitung
sendiri untuk pajak yang akan kita setor, hanya kadang-kadang
kalau ada tamu yang complimen kita jadi bingung hitung
pajaknya, pajaknya masak harus kita juga yang
menanggungnya, tapi sebatas ini it ’s ok lah

PERUBAHAN YANG DIINGINKAN

6. Pertanyaan : Bagaimana menanggapi perubahan yang diharapkan oleh fiskus
terkait dengan implementasi kebijakan self assessment ?
Jawaban . Kita ikut aturan saja pak, kita lapor dan bayar tepat waktu,

kalau kita tidak ikut aturan yang ada kita juga yang rugi dan
kita minta pelayanan dikantor untuk ditingkatkan, jadi ada
timbal baliknya

Tg. Balai Karimun, = Nopember 2016

Narasumber

RIANA



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2010

TENTANG

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

Menimbarng

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak;

1. Pasal S ayat (2} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS PAJAK
DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN
KEPALA DAERAH ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB
PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

3. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan
mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak,
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(3)

penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi
atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi
Daeran kota.

Pasal 2

Pajak terdiri atas:

a. Pajak provinsi; dan

b. Pajak kabupaten/kota

Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Pajak Air Permukaan; dan

Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

® a0 op
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Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d dan ayat (3) huruf d, huruf h,
huruf j dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

Pasal 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf ¢, huruf e dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh
Wajib Pajak.

Pasal 5

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4 dilarang diborongkan.

43062.pdf
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Pasal 6

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

(2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat
ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak
berdasarkan penetapan Kepala Dasrah dengan
menggunakan:

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dnkumen lain
yang dipersamakan; atau
b. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
(3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
dan/atau

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESJA TAHUN 2010 NOMOR 153

170
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PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, periu diatur tata
cara dan petujuk pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Hotel di Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelatawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
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2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880),

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajeak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987).

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4189);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ™Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas tJndang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19
Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten
Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HOTEL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang

Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk oleh DPRD  Kabupaten Karimun dengan persetujuan
bersama Bupati.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun atau Badan yang
diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas
Kabupaten Karimun.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi waijib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
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bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan
dikenakan kepada Waijib Pajak dalam memungut, memperhitungkan
dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.

Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi
kepercayaan untuk mengitung dan membayar sendiri pajak yang
terhutang.

Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP
adalah suatu sistem dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan
menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan
pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat
ketetapan pajak rampung.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah .

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain
ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah
pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang telah ditetapkan.
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. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pjak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi-
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan vyang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan
Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas
banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun lapoaran keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode tahun pajak tersebut.



177 43062.pdf

33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan
besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan
pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan
daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB Il
OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang
disediakan hotel.

(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel
dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,
termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau
dikelola hotel.

(4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan
oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

f. Motel, losmen, gubuk pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan
dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar dibawah 10
(sepuluh).

Pasal 3
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(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan
hotel

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan hotel.
Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 5
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB il
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

(2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah
akan mendaftar usaha Wajib Pajak secara jabatan.

(3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
sebagai berikut :

a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya
mengambil,mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang
disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani
disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan
melampirkan :

1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggungjawab/penerima
kuasa

2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha; jika ada

3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada
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4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan; jika ada
5) Surat Kuasa apabila  pengusaha/penanggungjawab
berhalangan dengan diserta fotocopy KTP dari pemberi
kuasa.
c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan
Daerah memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada
formulir  pendaftaran,Kepala Dinas Pendapatan Daerah
menerbitkan :

a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem
Pemungutan Pajak yang dikenakan.
b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha
Wajib Pajak
c. Kartu NPWPD
d. Makiumat.

(2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD
dan Maklumat kepada pengusaha / penanggung jawab atau
kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

(3) Terhadap Maklumat, Waijib Pajak memasangnya pada tempat yang
mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu hotel

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

(1) Setiap kegiatan atau usaha hotel wajib mendapat izin dari Badan
Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun dan instansi
terkait.

(2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan
perpanjangan izin usaha hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh
Badun Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karimun dan instansi
terkait.

(3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hotel
bisa menunjukan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan
tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.



(2)

©)

(4)

(1)

180 43062.pdf

Apabila pejabat pemberi izin mengabaikan ayat (3) maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 10

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran dilakukan
kepada hotel.

Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat
permyataan utang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib
Pajak yang terjadi sebelumnya

BAB VI
MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 10, yang
menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada
bukti pembayaran,yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau
faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/penerimaan
lainnya.

Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan
bili/faktur/kwitansi/invoice/bukti pembayaran yang telah diberi tanda
atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.

Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran
harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya
(“printed running number”)

Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainya minimal memberi
informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan
yang dinikmati, diskon/potongan penjualan, dan jumiah yang harus.
dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasa1 12

Setiap Wajib Pajak harus mengunakan bill/faktur yang diperforasi
terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
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Untuk Waijib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/'billing”
tersendiri dengan mengunakan computer untuk mencetak bill,
perforasi bill bukan merupakan keharusan.

Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan‘

permohonan untuk tidak mengunakan bill perforasi.
Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak

mengunakan bill perforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas
Pendapatan Daerah.

BAB Vil
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal I3

Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan untuk setiap bill yang
akan dibayar oleh tamu hotel.

(2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb:

Sewa kamar 2 hari = Rp. 250.000.00 Rp.
500.000,00
Cuci baju 3 potong Rp.
30.000,00
Telepon Rp.
100.000,00
Restoran Rp.
75.000,00
Texi Rp.
50.000.00
Rp.
755.000.00
Service 10% Rp.
75.500.00
Jumlah sebelum pajak Rp.
830.500.00
Diskon 5% Rp.
41.524.00
Jumilah setelah diskon Rp.
788.973.00
Pajak Hotel 10% Rp.

78.897.00
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Jumlah yang harus dibayar
Rp.867.870.00

(3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang
dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah setelah diskon”,
yaitu sebesar Rp. 788.973.00

BAB Vi
TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari
rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah
Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.

(2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan yang tertera
didalam SPTPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari bulan berikutnya dengan
mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak dan maksimal
keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda
keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD).

(4) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
wajib menyetorkan Pajak Hotel atas nama Wajib Pajak dari setiap
kegiatan yang mempergunakan dana APBD yang berkaitan dengan
belanja penginapan dan sewa gedung dan sejenisnya ke Kas Daerah
Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karimun.

BAB IX
TATA CARA PELAPORAN

Pasail 15

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari
rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak
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menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
masa/bulan.

SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Bendahara
Penerima atau Bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan
kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai laporan.

SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya.

Bentuk SSPD dan SPTPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas
Pendapatan Daerah.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

(1) Wajib Pajak diwajibkan menyelengarakan pembukuan yang cukup,
sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam
mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.

(2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam
mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas
Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi
dasar pengenan Pajak untuk setiap masa pajak.

(3) Apabila Wajib Pajak tidak dzpat menunjukkan pembukuan pada
saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan
ditetapkan secara jabatan.

(4) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan
dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

(5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian
oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

(1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan
kewajiban perpajakan.

(2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada
ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada
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pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Pajak Daerah Kabupaten Karimun.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan
serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian
oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIi
PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah
diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan
penyidikan  tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana.

(2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut
penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
Kabupaten Karimun.

BAB Xii
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

a. Status penyelenggaraan usaha hotel

b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan
pengawasan dilapangan terhadap
a. Pengoperasian usaha hotel, termasuk fasilitas yang dijual.
b. lzin usaha hotel.
¢. Pemungutan dan pembayaran pajak.

(2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
a. Pemilikan masa berlaku izin;
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b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan;

c. Aspek pembukuan, bill dan tarif hotel;

d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan
pajak.

(3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) diketemukan pelanggaran, petugas wajib
melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.

(4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud

(1)

pada ayat (2) ditemukan data baru (novum), maka data tersebut
dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 21

Penertiban usaha hotel dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang
dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Perizinan
Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan instansi
terkait terhadap :

a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.

b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang

tesedia.
c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.

d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran -

pajak daerah.
e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak
menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

Pelaksanaan penertiban tehadap usaha hotel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas
Pendapatan Daerah, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Dinas
Pariwisata Seni dan Budaya, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Penertiban terhadap usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan,
penutupan dan atau pembongkaran.

Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hotel,
Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I, (I, {ll) dan
surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya
surat peringatan.
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(3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan
oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan
Dinas Pariwisata Seni dan Budaya dan instansi lainnya.

(4) Penyegelan terhadap usaha hotel dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin
atau memperpanjang izin usaha hotel yang telah berakhir masa
berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat
peringatan.

b. Waijib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan
atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas
Daerah seluruhnya dan atau sebagian.

c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan
perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.

(6) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama
Bupati dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Badan
Perizinan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
dengan instansi terkait tainnya.

Pasal 23

Usaha hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan
kesempatan untuk :
a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa
berlakunya.
b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin
yang telah diberikan.
c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai
dengan ketentuan berlaku.

Pasal 24

(1) Apabila penyelenggara usaha hotel tetap tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hotel akan disita oleh
Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Karimun.

(2) Biaya penyitaan usaha hotel ditetapkan oleh Bupati Karimun.
(3) Penyitaan wusaha hotel harus berdasarkan Surat Perintah
Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas

nama Bupati dan dilaksanakan koordinasi antara Dinas Pendapatan
Daerah dengan Dinas/instansi terkait.

BAB Xl
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KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
tersendiri.

PENUTUP
Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Karimun

Pada tanggal 14 Desember
2010

BUPATI KARIMUN

H. NURDIN BASIRUN
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Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 14 Desember 2010

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

H. ANWAR HASYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2010 NOMOR 18
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